Commuter

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKS] PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOMOR : SK.009/KOM /KCI /X /2023
NOMOR : 0535/8K/AS.TOO/KCI /X /2022
TENTANG
PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL)

DEWAN KOMISARIS PT KERETA COMMUTER INDONESIA
DAN
DIREKS] PT KERETA COMMUTER INDONESIA,

Memimbaryg @ a  bahwa dalam rangks meninghatkan efektivitas penerapan
tata kelola perusahasn wvang baik (Good Corporote
Covernance) dipandang perla memperbarni Panduan Tata
Keria Dewan HKomisaris dan Direksi (Board Manual)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor
SK.44/CU/KCI X /2017 tentang Panduan Bagi Direksi
dan Dewan Komisaris (Boord Monual) Di Lingkungan
FT Kereta Commuter Indenesia;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbanpgan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Dewan Komisaris dan Direlsi tentang Panduan
Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korapsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Hepubhk
Indenesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran
Megara Eepublik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesita Tahun 1999 Nomor 140, tambahan
Lembaran Negara HRepublik Indonesia Nomor 3874
sehapaimana dinbah dan terakhir dengan Undang-
Undeng Nomor 20 Tahun 2001 |(Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2001 Momor 134, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Megara (Lembaran Negara Eepublik Indenesia

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 4297);
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4.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomer 106, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 4756);

5.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Nepara Repuhblik
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintgsh MNomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Penpurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 6800];

¥.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
O /MBU /2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik [Good Corporate Governanees) Pada
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
FER-01/MBU/2011 Tentang Pencrapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik |(Good Corporate Governance) Pada
Badan Usaha Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendulung
Dewan Komisars/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-14/MBU/10/202]1 Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-12/MBU /2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER
03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Dircksi dan Angpota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara sebagaimansa telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU /2012 tentang Pedoman Penganglatan Anggota
Direks: dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 7 10);

10. Burat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama [(Core
Values] Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik
Megara;

11. Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha
Milik MNegara MNomor SK-16/3MBU/2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ([Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;

2. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 457 tanggall5
September 2008 vang dibuat oleh dan di hadapan Notaris
llmiawan Delrit 8, 8.H. yang telah disahkan dengan Surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-74707 AH.01.01.Tahun 2008
tanggal 16 Oktober 2008, yang Anggaran Dasarnya telah
diubah beberapa kali dan terakhir dinyatakan dalam Akia
Nomor 12 tanggal 13 November 2020, yvang
persetujuannya dinyatakan dalam Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0077290 AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 19
November 2020, serta perubahan susunan kepengurusan
terakhir yang dinyatakan dalam Akia Nomor 10 tanggal
12 September 2022 vang dibuat di hadapan Notaris Tri
Mulvahati, 8H., M.kn., VAN penerimaan
pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncsia
Nomor AHU-AH.01.09-0055755 tanggal 16 September
2022, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Tri
Mulyahati, S.H., M.Kn.;

13, Peraturan Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia:

14. Keputusan Direksi PT Kereia Commuter Indonesia Nomor
SK.020/CUJKCI/V /2018 tentang Pedoman Penyesuaian
Rencana Jangka Panjang Perusahsan (RJPF) Di
Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia:

15, Keputusan Direksi Nomor 004/SK/AL110/1/ECI 2021
tentang Pembagian Tanggung Jawab Direksi;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEFUTUSAN BERSAMA DEWAN EKOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI (BOARD MANUAL).

Pasal 1
Menetapkan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlan
dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Pada saal Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Dircksi Nomor
SE.A44/CUJKCH/ X /2017 tentang Panduan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Board
Marnuall Dh Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, dicabut dan dinyatakan
tidak berlalku.

Pasal 3
Heputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam
pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Ditetapkan di s Jakarta
Pada tanggal - 5 Oktober 2022
an. DEWAN KOMISARIS an, DIREKS]
FT KERETA COMMUTER INDONESIA FT KERETA COMMUTER INDONESIA
EOMISARIS UTAMA, DIEEKTUR UTAMA,
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FERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT KERETA COMMUTER INDONESIA

Bocrd Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi
yang menjelaskan tahapan altivitas secars terstruktur, sistematis, dan mudah
dipahami. Hoard Manual disusun sebagal penjabaran dan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik {Good Corperafe Governarece| yang mengacu pada Anggaran
Dasar Perseroan,

Board Monual disusun bertujuan untuk menjadi pedoman kerja dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direlesi
serta meningkatkan kualitas dan efelktivitas hubungan kerja antar Dewan Komisaris
dan Direksi. Dengan diberlakukannya Board Manual dalam hubungan kerja antar 2
(dua) Orpan Perusahasn, Dewan Komisaris dan Direksi, maka kegiatan usaha
Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis,

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan sebagai landasan
untuk menjalankan Perusahaan sesual dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertangpungjawaban, kemandirian,
dan kewajaran.

Jakarta, 5 Oktober 2022
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BAB 1

FENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran
Dagar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Board Manual disusun untulk melenphkapi ketentuan peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham, dan praktik terbaik
|best practices) berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik scria
prinsip dan asas hukum perseroan.

Board Manual bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurmaan Board
Manual bergantung kepada kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
akibat dari perubahan yvang terjadi dan dihadapi oleh Perusahaan. Untuk itu
Board Manual senantiasa dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan perkembangan
atau  dinamika kegiatan wusaha Perusshaan dan adanya pengoocuh
perkembangan Hngkungan strategis baik regional maupun global,

B, Maksud dan Tujuan

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan
Komizaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan
Perusahaan sesuai prinsip tata kelola Perusahaan vang baik,

Board Marual disusun dengan tujuan untuk mewujudkan:

1 kejelasan tugas dan ltanggung jawab Dewan Komisaris dan Direkst;
2 kejelasan hubungan kerja di antara Dewan Komizsars dan Direksi;

3. kemudahan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas
dan tanggung jawab masing-masing maupun lupas darl  organ
pendukung Dewan Komisaris dan satuan organisasi di bawah Direlesi;

4.  menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yvang baik, melipu:
&  Transparansi  (transparency]  adalah keterbukaan — dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbulcaan
dalam mengungkapkan mmformasi material dan relevan mengenai
Perusahaan;

b, Akuntabilitas  jaccountability)  adalah kejelasan fungs,
pelaksanaan, dan  pertanggungjawaban  organ  sehingga
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efeldtil;

¢. Pertanggungiawaban (responsibility) adalah kesesuaian di dalam
pengelolaan Perusahasn terhadap peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang schat;

d.  Kemandirian (indepedency) adalah keadaan di mana Perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pithak manapun yang lidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
schat; dan
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e,  Kewajaran (faimess) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam
memertuhi hak-halk Pemangkn Kepentingan  [Stakeholders) yang
nmbul  berdasarkan perjenpan dan  peraturan  perundang-
undangan,

C. Dasar Hulkum

I. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Debas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2.  Undang-Undang Nemor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor
140}, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomor
134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);

3.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negars
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297),

4.  Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2007 tentang Perscroan Terbatas
({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance] Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU /2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik |(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha
Milikk Negara;

7. Peraturan Menteri MNepara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomeor PER-12/MBU/2012 tentang
Organ Pendukung Dewan Kemisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Megara;

8.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU /2012
tentang Pedoman Pengangkatan Anpgota Dircksi dan Anggota Dewan
Komisans Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Nepara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
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04/ MBU /0672020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Ferusahaan Badan Usaha Milik Negara [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 7 L10);

9.  Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-
T/MBUJOT f2020 tentang Nilai-nilad Utama (Core Values) Sumber Daya
Manusia Badan Usaha Milik Negara;

10, Keputusan Sckretarnis Kementerian Megara Badan Usaha Milik Nepara
Nomor SK-16/5MBLU /2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan
Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance] Pada Badan Usaha Milik Negara;

11, Akta Pendirian Perusahaan Nomor 457 tanggal 15 September 2008 vang
dibuat oleh dan di hadapan Notaris miawan Dekrit S, 8.H. yang telah
disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 16
Oktober 2008, yang Anggaran Dasarmnya telah diubah beberapa kali dan
terakhir dinyatakan dalam Alkta Nomor 12 tanggal 1.3 November 2020, vang
persetujuannya dinvatakan dalam Keputusan Mentenn Hulkum dan Halk
Asasi Manusia Republilk Indonesia Nomor AHU-0077 290, AH.01.02. TAHUN
2020 tanggal 19 November 2020, serta perubahan susunan kepengurasan
terakhir vang dinyatakan dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 September 2022
yang dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., yvang
penerimaan pemberitahuannya telah diterima coleh Kementerian Hulkum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-
0055755 tanggal 16 Sepltember 2022; kedua akta tersebut dibuat di
hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H,, M.Kn.;

12, Peraturan Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia;

13. Keputusan Direksi PFT Kereta Commuter Indonesia Nomor
SR.020/CU/KCI/V /2018 tentang Pedoman Penyesuaian Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Kereta Commuter Indenesia;

14, Keputusan Direlsi Nomor 004 /8K /ALT10/KCI/ 2021 tentang Pembagian
Tanggung Jawab Direksi.

D. Daftar [stilah
1. Petunjuk Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi | Board Manual)
yvang selanjutnya disebut Board Manual adalah panduan tata kerja bag
Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis,
mudah dipahami, dan dijalankan secara konsisten sehingga menjadi
acuan bagi Dewan Komisans dan Dircksi dalam menjalankan tujuan

masing-masmng dalam mencapal visi dan misi Perusahaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

2. Perusahaan adalah PT Kereta Commuter Indonesia, disinglat KCL
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3.  Rapat Unum Pemepang Saham selanjuinya disingkat RUPS adalah Orpan
Pengambilan Keputusan di Perusahaan yvang memiliki kewenangan vang
tidak dibenikan kepada Direksi atan Dewan Komisans dalam batas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yvang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak
memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi
dan/atau Pemegang Saham, pengendali atau hubungan lain vang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak bebas dan professional
[sccara independen),

3]

6. Dircksi adalah Organ Perusahaan yang ditunjuk atau diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham [RUPS| Perseroan dan bertanggung jawab atag
kepengurusan Peérusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahasn
serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar.

7. Organ Perusahaan adalah RUPS. Dewan Komisars, dan Direlsi.

Anak Perusahaan adalah persercan lerbatas yang schagian  besar
sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang
dikendahikan oleh Perusahaan.

9.,  Auditor Eksternal adalah suditor independen vang melakukan audit atas
laporan keuangan Perusahaan, vang antara lain meliputi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKF),
dan Kantor Aluntan Publik (KAP).

10.  Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap
pakal, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang
digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan serta tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan dan mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun.

11. Daftar Khusus adalah dafltar yang berigsikan kepemilikan saham Dewan
Komisaris, Direksi, dan keluarganya, baik di Perusahaan maupun pada
peracroan lain.

12, Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang membaniu
Dewan Komisaris dalam menilal kecukupan sistem pengendalian internal,
kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas-
tugas lam seperti vang tercantum dalam Piagam Komite Audit,

13. Komite Nominasi dan Remuncrasi adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan HKomisaris dalam membantu
melaksanakan fungsi dan tupgas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan
Hemunerasi terhadap anggota Direlesi dan anggota Dewan Komisaris.

14 Komite Pemantau Manajemen Risike adalah Organ pendukung Dewan
Komisaris vang bertugas membantu Dewan Eomisaris dalam melakukan
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penilaian dan memberikan rekomendas: tentang risiko operasional dan
risiko usaha, tata cara meminimalisir risiko, dalam hubungannya dengan
naiko operasional dan risike usaha.

15, Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkal dalam jabatan
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

16, Remuneras: adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan
peran yang diberikan sesua dengan tugas, tanggung jawab,; dan wewenang
anggota Direks dan anggota Dewan Komisaris.

17, Pegawai adalah sesecrang vang mempunyai hubungan kerja bersifat tetap
dengan Perusahaan berdasarkan suastu Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu yang dituangkan ke dalam surat keputusan pengangkatan baik
Pegawal yang dirckrut secara mandiri oleh Perusahaan dan Pegawai
Perbantuan.

18, Pepawai yang dirckrut secara mandiri terdiri dari;

a. Pegawa Tetap adalah tenaga kerja yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Direlksi belerja secara tetap, memperoleh Upah dan
pendapatan lainnya yang sah sesual Peraturan Perusahaan dan
Pegawai dalam status Masa Percobaan dengan waktu paling lama 3
(tiga) bulan yang memperoleh Upah sesuai Peraturan Perusahaan.

b.  Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan
kontralk, atau magang, dan memperoleh Upah untuk pekerjaan
tertentu dan masa tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan
Perusahaan dan fatsu Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

19, Pemegang Saham adalah pihak yang tercatat dalam Akia Perusahaan
selaku Pemilik Saham Perusahaan.

20, Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
Patungan selanjutnya disebut RUPS Anak Perusshasn dan/atau
Perusahaan Patungan adalah organ Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan yang memegang kekuasaan tertinggi pada Analk
Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dueks:t Anak Perusahaan
dan fatau Perusahaan Patungan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan
dan fatau Perusahaan Patungan.

21, Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah
Dewan Komisaris yang hertugas untuk memberikan dukungan kepada
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

22, Bekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam crganisasi
Perusahasn yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi
dalam melaksanakan tugasnya.

23. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak  yang
berkepentingan dengan Perusahaan karena mempunyal hubungan
kepentingan dengan Perusahaan,

5
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24. Laporan Harta Kekayvaan Penvelengpara Negara yang selanjutnya discbut
LHEPHN adalah daftar seluruh harta kekayaan penvelenggara negara, vang
dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kelayaan Penyelenggara Negara
vang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

25. Benturan Kepentingan adalah perbedaan smtara kepentingan Perusahaan
dengan kepentingan pribadi angeota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pemegang Saham, dan pegawail yang dapat merugikan Perusahaan.

E. Ruang Lingkup
Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja antara
Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tupgas dan tanggung jawab
maging-masing, yang memuat ketentuan mengenai landasan hukum, deskripsi
tugas, wewenang, kewsjiban, nilai-nilai Perusahaan, waktu kerja, kebijakan
rapat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban,

F, Nilai-Nilai Perusahaan
Nilau-nilal Perusahaan adalah AKHLAK yang terdin damn; !
1. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan
perilaku nilai amanah terdiri atas:
a.  memenuhi janji dan komitmen;
b. bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan vang
dilakukan; dan
. berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas,
panduan perilaku nilai kempeten terdin atas:
a.  meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang
selalu berubah;
b. membantu orang lain belajar; dan
€. menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik,
3. Harmonis, yailu saling peduli dan menghargai perbedaan, panduan
perilaku nilai harmonis terdirl atas:
a&. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b suka menolong orang lain; dan
c. membangun lingkungan kerja vang kondusif,
4.  Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara, panduan perilaku nilai loval terdirl atas:
4. menjaga nama baik sesama Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris,
Pemegang Saham, dan Negara;
b. rela berkorban untuk mencapai tujuan vang lebih besar; dan
c. patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum dan etika

L]
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8.  Adaptl, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan
ataupun menghadap: perubahan, panduan penlaku nila adaptif terdin
atas:

a. vcepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik:

b.  lerus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan
tekneloge: dan

¢,  bertindak proaltif.

6, Kolaboraufl. yaitu membangun kerja sama yang sinergis, panduan perilaku

nilai kelaboratil terdini atas:

a. memberikan kesempatan kepada  berbagai  pihak  untuk
berkontrnibusi;
terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilas tambah; dan

c.  menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber dava untuk tujuan
bersama.

i, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

1.  Direksi menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang

Baham schagai berilt:

a. Laporan Tahunan {Annual Report) 2;

b. Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan®;
dan

L4F Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2, Direksi menyusun dan menvampaikan kepads Dewan Komisaris secara
berkala setiap bulan mengenal pencapaian kinerja masing-masing
Dnrektorat berdasarkan target-target dalam kontrak mangjemen schagai
kinerja masing-masing Direksi.®

! Keputussn Mentert Negara Pendayvagunann Badan Usaha Mililk Negara Nomor Kep-211/M-

FEUMM/1%9% dan Peraturan Menterl Badan Usehs Milik Negara Nomor PER-18/MEL 1002014

Iohepliissan Menten Nepora Pendovagunssn Baden Usaha Milik Nepars Momor Kep-2117M-

FEUMM 1999 dan Peratoean Menten Badan Usaha Milk Negara Momor PER-T8/MBU S 102014
Suril keputusan Sekretars Kementerisn Badan Usaha Milik Megsra Nomor SK-1675-MBU /2012
Perametier 98
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BAE I
HUBUNGAN KERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI!

A. Prinsip Dasar
Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sehagai berikut:

1. hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and
balances dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;

2. DPewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam
mengurus  Perseroan  sebagaimana telah  diatur dalam  peraturan
perundang-undangan maupun Anggaran Dasar,

3.  Direkst menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk
melakukan pengawasan terhadap kehijakan pengurusan Perseroan;

4. korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan

format surat vang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan
tujuan atas surat tersebutl demikian sebaliknva;

5. setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi
merupakan hubungan vang bersifat formal melalul mekanisme vang
ditetapkan dan dapat dipertanggungiawablcan;

6. setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakulean oleh masing-
masing angpota Dewan Komisaris dan anggota Direkst, namun tidak dapat
dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalu mekanisme wvang
ditetapkan; dan

7. sctiap hubungan kerja antara Dewan HKomisaris dengan Direksi
merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris
dan [hreksi schagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan
anggotanya schingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan
Komisaris dengan salah scorang anggota Direksi harus diketahui oleh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direks: lainnya.

B. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Perbuatan Direlesi berikut harus mendapat persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris untulss

a. mengagunkan asset/aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka
pendek;

b, mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan
assel, Kerja Sama Operasi dan perjanjian kerjasama lainnva dengan
nilai atan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

C, menerima atau memberilkan pinjaman jangka menengah /panjang,
kecuali pinjaman (utang atau piutang) vang timbul karena transaksi
bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan
Perseroan;

" hnggaran Dasar Nomor 73 Tahun 2014 Peaal 11 ayat |8)
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d, menghapuskan dan pembukuan piutang macet dan persediaan
barang mats;

e. melepaskan asset/aktiva tetap maupun bergerak dengan umur
ekonomis yang lazim berlaku dalam industr pada umumnya sampai
dengan 5 [lima) tahun;

£ menetapkan strukfur organisasi sampal dengan 1 [satu} tingkat di
bawah Direksi;

g pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris pada perusahasn patungan dan/atau anak
perusahasn  yang memberikan kontribusi  zignifikan kepada
Ferseroan dan /atau bernilai strategis vang ditetaplkan RUPS;

h. menetapkan laporan manajemen triwulanan dan laperan manajemen
tahunan; &

L menetapkan laporan tahunan (annual repor);

j-  pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan
Intern®

k. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.®

2.  Perbuatan Direksi berikut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS
untule: 10
i, mengagunkan asset/aktiva tetap dengan nilai lebih dard 50% (lima

puluh persen] jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, untuk penarikan kredit jangka menengah / panjang;

b,  melakukan penvertaan modal pada Perseroan lain;

£, mendirikan suatu usaha bara atau turut serta pada peruszhaan lain
di tempat lain baik di dalam maupun di luer negeri;

d. melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan;

e. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan
dan pembubaran Anak Perussghaan dan/atau Perusahaan Patungan:
mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);

g mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan
asset, kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya dengan
nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS schagaimana
dimaksud pada huruf B.1.b;

h. menyampaikan keterbukaan informasi Neraca [Laporan Posisi
Keuangan) dan Laporan Laba RFug (Laba Eugi Komprehensii) vang

& Bumil Heputusan Sekretaris Rementerson Badan Usaba Mibk Negorn Nomor SK-16/5-MBLU 2012
Parameier 59 Fulk 4
Itid
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telah disabhkan oleh RUPS scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

1- penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahasn (RKAP) dan
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). |

3. Prosedur pengajusn usulan tindakan Direksi yang memerhukan
persetujuan dan/atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan

persetwjuan  tertulis RUPS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berilout:

a. Direlksi mengajukan permohonan persetujuan  kepada Dewan
Komisaris atas rencana tindakan dengan ketentuan berikut:

1] untuk mengagunkan Aktiva Tetap untuk penarikan kredit
jangka pendek, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

&) rencana penggunaan pinjaman yang dilengkapi dengan
doltumen hasil analisis kelayakannya (aspek telnis, legal,
finansial);

bl persyaratan pinjaman dan pihak kreditur;

c]  plafon pinjarnan;

d] posisi pinjaman saat ini; dan

| rencana ohjek jaminan yang akan diberikan,

2}  untuk tindakan lainnya, sekurang-kurangnya memual antara
lain alagan, latar belakang analisis kelayvakan, dan persyvaratan
lain sesuad ketentuan peraturan perundang-undangan.

b,  Dewan Komisans harus mengambil keputusan persetujuan
terhadap usulan Direksi melalul rapat Dewan Komisaris dan atau
rapat gabungan Dewan Komisaris-Direles: atou secara tertulis untuk
keperluan sirkuler dengan tingkal kesegeraan antara 7 (tujuh) hari
{baik] dan sampai dengan 14 (empat belas| hard (culoap). 12

c. Dewsn Komisaris mengomunikasikan keputusan persetujuan atas
rencana tndakan Direksi kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari
sejak disahkan /ditandatangani. 13

d. Jika setelah 30 (tiga puluh)] hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan/data tambahan darn Direksi, Dewan Komisars belum
memberikan tanggapan tertulis, maka Direksi dapatl mengajukan
permehonan persetujuan kepada RUPS tanpa tanggapan Dewan
Komisaris. 14

I Surat Keputuesn Sckretaris Kementerign Bodan Usaka Milike Megara Nomor SK-16/S-MBL /2052
Porameter 47, 48, 59, dan S

1 Burat Htp'ﬂTLlEhil‘t Sekretaris Kementeran Badan Usaha Milik Megara Nomor SK-16/5-MBLU /20012
Purameter 44 Fulg 2

1 Burat Kepuiussn Sekretnns Kementerian Bodan Usaha Milik Negara Nomor SK-16,/5-MBU /2012
Parameter 44 Fuk 3
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Dewan Komisans membuat pakta integritas vang dilampirkan dalam
Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi
dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. 8

Direksi menandatangani palila integritag vang dilampirkan dalam
Usulan Tindakan Direksi vang harus mendapatkan persetujuan dan
Dowan komisaris dan/ atau rekomendasi dari Dewan Komisans dan
persetujuan RUPS, 16

Usulan tindakan Direksi yang diajukan melampirkan data dan
imformasi serta kajian vang diterbitkan oleh pihak internal
Perusahaan maupun pihak cksternal Prusahaan berdasarkan
persyaratan usulan sesusl ketentuan dan peraturan perundang-

undangan seperti;

1]  kajian operasi;

2] kajian legal;

J]1  kajian nsiko;

4]  kajian ckonomi; dan/atau
5} kajian lain vang refevan,

L. Penvusunan REencana Jangka Pamang Perusahaan (EJPFY
Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan
RJPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Direksi melaskukan telaah rancangan RJPP yang disusun oleh Tim

-

Penyusun RLIPP;

rancangan FBJPP yang telah ditelaah Direksi disampaikan kepada Dewan

Komisaris sebelum tanggal 30 September pada tahun berjalan '8

setelah menerima Rancangan RJPP, Dewan Komisaris harus melakulkan
telaah tertulis atas Rancangan RJPP tersebut menggunakan perangkat di
Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah rancangan RJPP ditérima;

Dewan Komisars memberikan pendapat dan saran kepada Direks:
berdasarkan hasil telash rancangan RJPP mengenai isu-isu terkini tentang

lingkungan bisnis dan permasalahan yvang dihadapi Perusahaan;

Direksi menindaklanjuti hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan

Komisaris: don

Direlcsi menyampaikan rancangan RJPP kepada Pemegang Saham paling
lambat tanggal 31 Oktober atau 60 |enam puluh) hari sebelum periode

RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS. 1%

B Burst Keputusan Selkeretarts Kementerian Badan Usaha Mitik Neogsra Nomor SK-16/8-MBL /2012

Poarmmmeter 6% Fulk 2 haref b

Surnt keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usahe Milik Megars Momoy SE-16/8-MBU /2012
Parameter 130 Fak 2
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2, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAF)??

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan

RKAP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berkut:

1. Direksi melalukan telaah rancangan REKAP yang disusun oleh Tim
Penyusun RKAP yang merupakan penjabaran dari RJIPP, yang sckurang-
kurangnya memuat:

a.  musi, sasaran usaha, strategl usaha, kebijakan Perusahaan dan
program kerja/kegiatan;

b, angparan Perusahasn yang dinnci atas setiap anggaran program
kerja/ kematan;

c.  proveksi keuwangan Perusahsan dan Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan;

d. program kerja Dewan Komisaris: dan
hal-hal yang memerlukan keputusan RUPS,

2. rancangan REAP yang telah yang telah ditelaah Direksi disampaikan
kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 September pada tahun
berjalan;?!

3.  setelah menerima Rancanpan RKAP sebagaimana dimalksud pada angka 2,
Dewan Konusaris harus melakukan telaah tertulis atas Rancangan REAP

tersebut menggunakan organ pendukung Dewan Komisaris paling lambat
14 (empat belas] hari setelah rancangan RKAP ditermma;

4. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil
telash rancangan RKAP mengenai isu-isu terkini tentang lingkungan hisnis
dan permasalahan vang dihadapi Perusahaan;

5. Direksi menindaklanjuti hasil telaghan (tanggapan/pendapat) Dewan
Komisaris; dan

6. Dircksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham paling
lambat tanggal 31 Oktober atau 60 [enam puluh) hari sebelum periade
REAP tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan RUPS, ¥

E. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen?®?

Prosedur hubungan kera Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyvusunan

Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

A Angaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2004 Pasal 17
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1. lLaporan Tahunan

a. [nreksi menyusun rancangan laporan tahunan sesual ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;

b. rancangan laporan tahunan termasuk Laporan Keuangan vang telah
diaudit oleh alluntan publik yvang telah ditandatangani oleh selunih
anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat
4 (empat) bulan setelah tahun buku herakhir untuk ditelaah dan
ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham,
sehingega Dewan Komisaris memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk
melakukan telaah;

c. laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada
Pemegang Saham paling lambat 5 [lima| bulan setelah tahun bulwu
berakhir;

d. dalam hal ada anggota Dircksi dan Dewan Komisaris tidak
menandatangant laporan tahunan dimalksud harus disebutkan
alasannya secara tertulis atau alazan terscbut dinyatakan oleh

Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan
tahunan;

e.  dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisans vang tidak
menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan
secara tertulia, yvang bersangkutan dianggap telah menvetujui
laporan tahunan: dan

f. pengesahan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dilakukan

nleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun
buka beralkhir,

2. Laporan Manajemen?*

a. Dircksi menyampaikan rancangan laporan manajemen triwulanan
dan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, vaitu:

1) laporan manajemen triwulanan paling lambat 10 {sepuluh) hari
setelah triwulanan yvang bersangkutan; dan

2] laporan manajemen tahunan paling lambat 1 (satu] bulan
sctelah tahun buku.

b. Dewan Komiszaris melakukan evaluasi/pembahasan terhadap
rancangan laporan manajemen paling lambat 21 {dua puluh satu)
hari setelah laporan manajemen trivalanan diterima dan paling
lambat 30 ({tiga puluh) han seielah laporan manajemen tahunan
diterima.

c.  Dewan Komisaris dan Direlsi menandatangan: laporan manajemen,
dengan ketentuan:

M Buret Keputuzan Sekretaris Kementedan Badan Usaba Mililk Neparn Nomor 3K-16753-MBU /2012
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1} Komisaris Utama dan seluruh anggota Dirckst menandatangani
laporan manajemen tnwulan [ sampai dengan triwulan I dan

2} seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menandatanpgani
Laporan Manajemen Tahunan (triwulan IV).

d. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada
Pemegang Saham / RUPS dengan Ketentuan:
1} laporan manajemen triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah triwulanan yang bersangkutan; dan
2}  laporan manajemen tahunan (triwulan V) paling lambat 2 [dua]
bulan setelah berakhirnya tahun buku.

F. Penetapan Anggota Direlisi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau
Perusahasn Patungan?s

Prosedur hubungan kepja Dewan Komisaris dan Direlisi dalam penetapan
angpota Direksi dan Dewan Komisaria Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
Patungan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai beriloat:

1. Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan adalah badan usaha
yang dibentuk oleh PT Keréta Commuter Indonesia dengan pihak lain;

2. agar Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan berkinerja baik,
pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memilld
kompetens dalam melaksanalkan tugasnva;

J. dalam pengangkatan angpota Direksi dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan harus mempertimbangkan
tervuajudnya hubungan kerja vang sinerpgik dan harmonis antare anggota
Direksi dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
Patungan schingga terbentuk team work yang mendukung percepatan
kimerja Anak Perusshaan;

4. penétapan calon anggota Direksl dan /atau calon Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dan/atau Perusashaan Patungan merupakan kewenangan
penuh Direksi dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan
Rapat Umum Pemegang Spham;

&2 Dewan Komisaris Perusahaan melakulkan pengawasan terhadap kinerja
Anak Perusahaan dan/atan Perusahaan Palungan dan kinerga Direksi
seria Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan
dengan tetap memperhatikan ketetapan peraturan perundang-undangan;

6. penganpgkatan Direksi dan  Komisaris Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan yvang memerlukan persctujuan Dewan Komisaris
Ferusahaan terlebih dahulu dilakulkan mekanisme sebagal beriboat;

a, [hreksi Perusahaan menyvampailan calon anggota Direkst dan/atau
calon Dewan Komisaris Analk Perusahasn dan/atau Perusahaan
Patungan terpilih kepada Dewan Komisaris Perusahaan disertai
penjelasan mengenal proses penvaringan, proses penilajan, dan

£ Hurat Keputusan Sehrctans Kementerian Badan Usaha Milk Negara Nomor SK-16/5-MBL /2012
Parameier 6%, b5, dan 104

14
Emibes Jusmaa | JL i KL Joanidn &) ce2andas a5y ) Swommetedine ) comrates lin 5w bl en i
dwicarta Prsat - 9120, INDONESLY, @ e fnsesands ) Ecommtordine &) comemster channal S5 commu ber. oo S e i

O




proses penctapan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan
Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan terpilih;

b.  Apabila calon Anggota Direksi dan fatau ealon Dewan Komisaris pads
Anak Perusahaan dan/atau Perusshaan Patungan merupakan walal
Perusahaan, maka Dewan Komisaris Perusshaan melakulkan
penilaian terhadap proses penyaringan penilaian dan penetlapan yang
dilakukan oleh Direksi Perusahaan untuk memberikan persetujuan
tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses penganglkalan
calon angpota Dircksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;

¢, Dewan Komisaris Perusahaan sudah harus memberikan persetujuan
tertulis kepada Direks: Perusahaan dalam wakiu selambat-lambatnya
15 (lima belas} hari, terhitung sejak tanggal diterimanya calon
anggota Direksi dan/atan calon Dewan Komisars Anak Perusshaan
dan /atau Perusahaan Patungan;

d. dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan belum atau tdak
memberikan penetapan tertulis dalam janglka walktu 15 (lima belas)
hari, dianggap telah menyetujui usulan calon anggota Direksi
dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan;

£, calon anggota Direksi dan/atan calon Dewan Komisaris Anak
Perusahaan danjatau Persahaan Patungan yang telah disetujui oleh
Dewan Komisaris Perusahaan menandatangani Kentrak Manajemen
dengan Direksi Perusahaan sebelum ditetapkan menjadi angpota
Direksi Anak Perusahasn dan/fatau Perusahaan Patungan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atan
Perusahaan Patungan yang bersangkutan;

f. setelah memperoleh  peérsetujuan tertulis  Dewan  Komisaris
Perusahaan dan Kontrak Manajemen yang telah ditandatangani
maka Direksi Perusahaan mengajukan calon anggota Direks:
dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan Patungan untuk ditetapkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan
menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusshaan
dan/atau Perusahaan Patungan yang bersanglkutan.

G. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam kegiatan RUPS
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikout:

1.  Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sctap tahun yang meliputi:
a4, RUPS mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan; dan
b. RUFE mengenai persetujuan REAP.

2 Anggatran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 214 Pesal 21, Pasal 23, dan Peeal 23

[ 15

Gtihiun Jussda [ B b H dpapde | a"ﬁ? 21 345 363 ﬂl Bonimisulaiine n esrrrniur ipn ﬁ oy, ki o, i m

dikarks Pusal - TN, INDONEREE a +0p 21 540 Taggd ‘ Ecomimutariing E pormRAnr channal ﬂ errrmiuin careiir oo i

S s yuoccoeonsoicen




2. RUPS Tahunan untuk menyemajui laporan tahunan diadakan paling
fambat bulan Juni setelah penutupan tahun bulku yang bersanpgkutan,
dalam rapat tersebut Direkss menyampaikan:

. laporan tahunan;
b. uswlan penggunasan laba bersih Perseroan; dan

c. hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan
Perseroan.

3. HUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tigs
puluh] har setelah tahun anggaran berjalan, dan dalam rapat tersebut
Direksi menyampaikan
g. rancangan RKAP termasuk proveksi laporan kewangan; dan
b. hal-hal lain wyang perlu persetijuan RUPS untuk kepentingan

Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan REAFP.

4.  Dewan Komisaris dapal memasukkan usul-usul dalam acara RUPS dengan
ketentuan usul-usul ini sudah disampaikan dan diterima oleh Direlesi
sehelum tanggal panggilan RUPS Tahunan; @

3, HUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap wakiu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan;

6. penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan; 2

a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/ 10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham vang telah
dikeluarkan Perservan dengan hak suara yang sah; atau

b. Dewan Komisaris.

7. permintaan schagaimana dimaksud pada angka 6, diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;

B. dlasan sebagaimana dimaksud pada angka 7, antara lain namun tidak

terbatas pada:
a.  Direksi tidak melakukan RUPS Tahunan sesum dengan ketentuan
vang berlaku;

b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anpgpota Dewan Komisaris
akan herakhir; atau
c. dalam hal hircksi berhalangan atan ada pertentangan kepentingan
antara irek= dan Perseroan.
9. Direksi melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 14 jempat belas) hari
terhitung sejak tangpgal permintasn penvelenggaraan RUPS diterima.

7 Angearan Deasr Akw Nomer T3 Tahun 2014 Pasal 21 evat (4)
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H. Penetapan Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan?®

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisans dan Direksi dalam pengangkatan
dan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan  Sckretaria
Perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi mengusulkan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern
dan fatau Selkretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

2. Direkai mengusulkan pengangkatan calon kepala Satuan Pengawasan
Intern dan/atau Seloretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris, yang
telah dilakukan proses penilaian sesuai persyaratankualifikasi yang
ditetapkan Perusahaan dan aturan perundang-undangan;

3. Dewan Romisaris melakukan proses cvaluasi/telagh atas wusulan
pengangkatan dan fatau pemberhentian kepala Satuan Pengawasan [ntem
dan/atau Sekretaris Perusahasn paling lambat 14 (empat belas) hari
getelah usulan diterima,

4. Bewan Romisaris membenikan persetujuan pengangkatan danfatau
pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris
Perusahaan;

5.  Direksi melakulkan pengangkatan dan fatau pemberhentian kepala Satuan
Pengawasan Intern dan/atau Sckretaris Perusahaan;

&, dalam hal terjadi kekosonpan Sekretaris Perusashasn, Direksi waphb
menunjuk pengganti dalam waktu 60 [enam puluh) har seak terjadi
kekosongan Sekretaris Perusahasan yang terlebih dahulu menempuh
ketentuan pada angka 2 sampai dengan angka 5 di atas,

[. Rapat Gabungan
1. rapat gabungan Dewan HKomisaris dan Direksi diselenggarakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bhga) bulan,
2.  rapat pabungan hargs dijadwalkan untuk tahun benkutnya sebelum
berakhirnya tahun buku.

3. rapat gabungan schagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris mengundang Direlesi untuk ikut serta dalam rapat
Dewan Komisaris;*® atan

b, Direksi menpundang Dewan Kemisaris untuk ikut serta dalam rapat
Diirelosi. 3t

4. dalam hal rapat gabungan diselenpparakan oleh Dewan Komisaris,
Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabal lain vang ditunjuk oleh
Komisans Utama, memberikan materi Rapat Gabungan paling lambat 3
[t1ga) han scbelum Rapat Gabungan.

5. dalam hal rapat gabungan dizelenggarakan oleh Direksi, Sekretaris
Perusahaan atau pejabat lan vang ditunjuk: oleh Direktur Utama,

#i Peraturan Menteri Badan Useha Milik Negara Nomer PER-O1/MBU /2011 Pagal 28 dan 20
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memberikan matent Rapat Gabungan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapatl gabungan.

b,  Dewan Komisaris memiliki rencana penvelenggaraan rapal Dewan
Komisaris yang dihadin  Direksi, dengan jumlah dan waktu
penyelenggaraan rapal sesusi ketentuan vang berlaku, 32

7. penyusunan Risalah Rapal Gabungan dilakukan dengan prosedur sebagai
bernlout;

a.  Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain vang ditunjuk oleh
Komisaris Utama Bersama Sekretaris Perusahaan danfatau pejabai
vang ditunjuk oleh Direktur Utama, bertangpungjawab untuk
membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah
Rapat Gabungan;

b. dalam hal Rapat Gabungan hanya dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, maka risalah Rapat Gabungan dibuat oleh
salah seorang Komisaris dan Direksi yang ditunjuk masing-masing
dari mereka vang hadir;

¢.  misalah Rapat Gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
olech Direktur Utama atan salah seorang Direkiur vang ditunjuk oleh
dan dan antara mercka vang hadir;

d. setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima
salinan risalah Rapat Gabungan meskipun yang bersangkutan tidak
hadir dalam rapat;

e.  misalah Rapat Gabungan harus disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 [tujuh) har setelah
rapat dilaksanakan;

f.  perbaikan nsalah Rapat Gabungan dimungkinkan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) har terhitung sejak tanggal pengiriman;

g setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan /atau yang diwalkili
serta Direksi wyang hadir harus menvampaitkan keberatannya
dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah tersebut;

h. jika keberatan atas usulan perbaikan atau keberatan dan usulan
perbaikan tidak diterima dalam jangka wakiu tersebut, maka
disimpulkan tidak ada keberatan atau perbaikan atau kebergtan dan
perbaikan terhadap risalah Rapat Gabungan yang bersangkutan;

i risalah Rapal Gabungan asli diadministrasikan secara baik dan
harus disimpan sebagaimana laiknya dokumen Perusahaan oleh
Sckretaris Dewan HKomisaris dan  salinannyas oleh  Sekretaris
Perusahaan. Risalah Rapat Gabungan harus selalu tersedia bila
diperlukan.

“ Burai Keputusan Sekretans Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-1675-MBU /2012
Parameter 73 Fuk |

Stxmiun JAsmands | Jl 6 . Jdikeda |
debartn Pused - 10450 . INDONESA

15
& stz smamns @ Scommuteiing ) commuiss e & vemeslirlomud ':;‘FI 2 I
@ oz i 33 deona & Bromeutedine (5 commuies channal ) eeenmuinrc eSS oo id |"=--:-

A s uooccoaogen




BAB 111
DEWAN KOUMISARIS

A. Persvaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
1. Persvaratan
Persvaratan Llmum
a. Persvaratan Formal

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam walitu 5 [lima] tahun
scbelum pengangkatannya pernah:

11 dinyatakan pailit;

2] menjadi anggota Dircksi atau anggota Dewan Komisaris vang
dinyatalan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyvatakan
pailit; dan

31 dihukum karena melakukan tindak pidana vang merugikan

keuwangan negara dan/fatau vang berkaitan dengan sektor
keuangan,

b. Persyaratan Material®

1)  memiliki integritas dan moral dalam arti yvang bersangkutan
tidak pernah terlibat:

al perbuatan rekayasa dan praktilk-praktk menyimpang,

dalam PENEUrLSan BUMN /Anak
Perusahaan fPerusahaan fLembaga tempat vang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidalk
Jujurj;

bl  perbuatan cidera janji vang dapat dikategorikan tidak
memenuhl  komitmen yang telah  disepakati  dengan
BUMMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/lembaga tempat
yvang bersangkutan  bekena  sebelum  pencalonan
(berperilaku tidak baik);

¢} perbuatan vang dikategorikan dapat memberikan
keuntungan secara melawan hukum kepada vang
bersanghkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan
[berperilaku tidak baik};

dl perbuatan yanpg dapat dikategorikan sebagai pelangparan
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip
pengurusan perusahaan vang sehat [berperilaku tidak
hatk.

2} dedikasi;

B Peraturan Menten Bedan Usahm Mililk Megara Momor PER-03/MBU /2012 Pasal 4 den Anggaran
Dosar Nomor T3 Tahun 2014 Pasal 14 aval (4)
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3} memahami masalah-masalah maenajemen Perusahaan yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

4) memililki pengetshuan yang memadai di  bidang usaha
Perusahaan;

5]  menyediakan waktu yang cokup untuk  melaksanakan
tugasnya;

6}  memiliki kemauan yang kuat {antusias) untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan
dicalonkan.

€.  Persvaratan Lain®

1] bukan pengurus parta politik dan/atau calon anggota legislatil
dan/alau angegota lemslatif. Calon anggota legislatif atau
legaslatil terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat [,
dan DPED Tingkat II;

2 bukan calon Kepala/Wakil Kepala Dacrah dan/atau
Kepala/ Wakil Kepala Daerah;

3] tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisans pada
Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

4] sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyaldt vang
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebapai anggota Dewan
Komisaris) vang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
Dokier;

5 Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan scbagai Dewan
Komigaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan
mengacy pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagl
Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan
Komisaris pada perusahaan selain BUMN, wajib memenuhi
presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris BUMN
selama | (satu] tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh
tantiem finsentif kinerja bagi yang bersangkutan;

6) tidak sedang menjabat sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD], Badan
Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan vang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, ateu jabatan yvang
dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan,
kecuali menandatangani surat  pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih scbagai
anggota Dewan Komisaris Perusahaan

A Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Nomor PER-LO/MBU S 10/2020 Bak 1
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7} bagi bakal calon dari Kementerian Telmis atay instansi
Pemerintah lain, harus berdasarkan sural usulan dar instansi
yvang bersanghkutan; 37

8) begi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari
penyvelengpara nepara harus melaporkan LHKPN selama 2 {dua)
tahun teralkhir; 2=

9y antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak
boleh ada memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan
karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping; ™

10} tdak sedang menduduki jabatan yvang berpotensi menimbullcan
benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan
kecuali  menandatangani surat | pernyataan  bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai
angpota Dewan Komisaris; dan

11} tidak sedang mendudula jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Dewan Komisaris kecuall menandatangani sural
pernyatagn bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut
jikea terpilih scbagai anggota Dewan Komisaris.

Persvaratan Khusus

Persyaratan khusus vang dimaksud adalah persyaratan vang merupakan
rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagl anggota
Dewan Komisaris sesual kebutuhan Perseroan. Persyaratan khusus
menjadi salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta

seleksi vang dikembangkan, untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemepang Saham (EUPS).

Bagi Komisansa Independen selam memenuhi persyaratan umum dan
persydaratan khusus, juga berlaku syarat independensi yang diatur oleh
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

= Komposisi Dewan Komisaris

a. Jumlah Dewan Komisars paling banyak sama dengan jumlah
Direlsi

b, Dewan Komisans terdin dan 1 (satu) orang anggota atau lebih, Dalam
hal Dewan Komisans terdiri lebih dan | [satu) erang anggota, maka
salah  seorang anggola Komisarls diangkat scbagai Komisaris
Utama. 1t

7 Peraturin Menter Badan Usabin Miltk Negara Nomor PER-10/ MBLU / 10/2020 Bab 1]

W Persturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/ MBLU 10,2020 Bals 11

W Snpgraran Dasar Akla Nomor T3 Tahun 2004 Pasal 14 ayal (1)

W Buret Keputusan Schretariz Kementenan Badan Usaha Milik Negam Nomor SKE-16/5-MBU /2012
Parameter 24 Fuk 2 hurat a

1 Anggaren Dasar Ale Nomoer 73 Tahun 2004 Pasal 14 nvat (1) dan avat (3]
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¢.  Dewan Komisaris yvang terdiri atas lebih dari 1 [satu) orang anppota
merupekan majelis dan setliap anggota Dewan Komisaris tidalt dagput
bertindak sendin-sendin. melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Fomnsaris. 4

d. pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komigaris diatur oleh
mereka sendirl, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris
dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisans yang

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban
Perseroan.*?

¢. apabila karena sebab apapun juga Persercan tidak mempunvai
seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka:*

1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh] han setelah terjadi
lowongan, harus diselenggarakan RUPS  untuk mengisi
lowongan itu;

2] selama jabatan Dewan Komusaris lowong selain karena
berakhirnya masa jabatan, maka Pemegang Saham menunjuk
seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain
untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;

3] dalam hal lowongan jabatan dischabkan oleh karena
berakhirmya masa jabatan, maka anggota Komisaris yang
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS
untuk sementlara tetap melaksanakan tugas schagai anggota
Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban vang
gama; dan

4] kepada Pelaksana Tugas anggota-anpgota Dewan Komisaris
schagaimana dmaksud pada angka 2) dan 3), diberikan
honorarum dan tunjangan /fasilitas schagai anggota Dewan
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS 42

g pengangkatan anggota Dewan Komisaris Anak  Perusahaasn
dilaksanakan  berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate
Covernance vaitu  profesionalisme, transparansi, kemandirian,
akuntahilitas, pertanggungiawaban dan kewajaran.

h. dalam hal meantan anggota Direksi Perusahaan menjadi anggota
Dewan Komisaris maka yang bersangkutan telsh tidak menjabat
sehapgai angpota Direlesi Perusahaan paling singkat 1 (satu) tahun. 97

2 Angearan Dasar Akta Nomor T3 Tahun 2014 Pasal 14 ayst |2

1 Anggacan Dasor Alito Nomer 73 Teahun 2014 Pasal 14 ayat {21)

" Anpraran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat §23)

W Anggaren Dasar Akta Nomaor 72 Tabun 2014 Pasal 14 ayat {7

A Pepaturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nemor PER-02/ MBLU /2012 Pasal 2 avat (1)

T Paraturan Menteri Badan Useha Milik Negare Nomor PER-03/ MBU 2012 Pasal T aval (2) horal b
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B. Masa Jabatan Dewan Komisaris

l. masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan,

4. Anggota Dewan Komisaris scwakiu-wakiu dapat  diberhentikan
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya 4%

3. pemberhentian anggota Dewan Komisarls sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan
Komisaris vang bersangkutan, antara lain:

g, tidak dapat melaksanakan mugasnyva dengan barl: 5t

b. tudak melaksenakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; 5!

¢, terlibat dalam tindakan wyang merugikan Perusahaan dan/atau
kenangan negara; %

d.  melakukan tindakan yang melanggar etika danfatau kepatutan; 5

e, dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yvang tetap; dan/ataus

L mengundurkan dir. 55

4. di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada angks 3, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yvang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perusahaan %

3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:®?
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan RUPS: dan/atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisarns
berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnyva,

6. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d termasuk tetapi
tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran
diri, 58

W sngearan Dasar Akte Nomor T3 Tahun 2004 Fasal 14 mat (9)

W Angparan Dessr Akin Nomor 73 Tahun 2004 Pasal 14 mvat {11]

W Angporan Daser Alta Nomor 73 Tabhun 2004 Pasal 14 avat (14)
"Angearan Dasar Akta Momor 723 Tahun 2004 Pasal 14 aval (14

5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal S6-ayat (2) hurl e
U Peraturan Pemenintah Momer 23 Tahuwn 2022 Pasal S6 ayat (2h huruf d
# Peraturan Pemerintah Bomeor 23 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2) huruf ¢
W Anpparan Dessr Al Momor T3 Taliun 2004 Pasal 14 aval (11]

= Angparan Dasar Akin Nomor T3 Tahun 2014 Pasal 14 avat {13)

5 Anggaran Dasar Akea Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (26

= Angaaran Dasar Akta Nomaor 73 Tahumn 2014 Pasal 14 ayat (27|
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C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
. Dewan Komisaris bertugas;

a, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya batk mengenar Perusahaan maupun
usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan

b, memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
HUPS, serta peraturan perundang-undangan yvang berlaku, untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.®

2. Dewan Komisaris berwenang:™0

4.  melithat buku-buku, surat-surat serta dolkumen-dolkumen lainnya,
memeriksa kas untuk kepentingan verifikasi dan lain-lain surat
herharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

b.  memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;

¢.  memnta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yvang menyangkut pengelolaan Perseroan;

. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direlsi;

.  meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

& mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika
dianggap perlu;

g. ~memberhentikan sementara anggeta Direksi sesuai  dengan
ketentuan Anpgaran Dasar;

h. membentuk komite-komate lain selain Komite Andit, jika dianggap
perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

i menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangla
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika diangegap perlu;

j.  melakukan tmdakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
Diasar;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan

L melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perondoang-undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS,

3. Dewan Komisaris memiliki kewajiban:61

a. memberikan nasthat kepada Direksi  dalam  melaksanakan
pengurusan Perseroan;

T Angemran Dasar Akta Momor 73 Tahun 2014 Passal 15 ayat {1)
W angearan Dasar Akia Nomor 73 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (2] humala
M Angpran Dasar Akta Momor 73 Tahun 2014 Peesl 1% ayat §2] huruf b
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b. meneliti, menelaah dan menandatangam Rencana Jangka Panjang
Perusshaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan vyang
diziapkan Direksi, sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan:

¢. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS meéngenai Rencana
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani
Eencana Jangka Panjang Perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan;

d. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah vang dianggap
penting bag kepentingan Perseroan;

€. melaporkan dengan segera kepada RUPS dalam hal terjadi gejala
penurunan kinerja Perusahaan;

f meneliti dan menelaah laporan herkala dan Laporan Tahunan yatg
distapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

g memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
Laporan Tahunan, apabila diminta;

h.  menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

i membentuk Komite Audit;

i mengusulkan akuntan publik kepada RUPS;

k. membuat risalah rapat Dewan Komisarie dan menyimpan salinannya;

L melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lainnya;

m. memberikan laporan tugas pengawasan vang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan

n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas penpgawassn
dan pemberian nasihat, separnjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau
keputusan RUPS,

4. selain menjalankan kewajiban scbagaimana dimaksud pada angka 3,

Dewan Komisaris melalsanakan tata kelola Perusahsan yvang baik |Good

Corporate Govermance] sebagad berikat;

g. melaksanakan program pelatihan / pembelajaran BECATE
berleelanjutan, yaitu: &2
a. Dewan Komisaria vang baru diangkat mengilkuti program
pengenatan Perusahzan; dan
b. Dewan Komisans melaksanakan program pelatihan dalam
rangka meningkatlan kompetensi sesual kebutuhan,

i Bural Keputusan Sekretaris Kementerien Sadan Usaha Milik Negarm Nomor SK-16/25.MBLU /2012
Perameter 41, 42
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b. melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secars
jelas  serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu: 82
1} memilild kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di

aniara anggota Dewan Komisans;
2] menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan
komigaris sebagai herikut:

Al pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris;

bl pengambilan keputusan di luar rapat, melalui sirkuler
dan lain-lain;

) memastitan pengambilan keputusan sesuai  dengan

standar waktu sejak  wsulan  tindakan  Direksi
disampaikan, dengan tingkat kesegeraan antara 7 hari
[baik) dan sampal dengan 14 hard (cukup); dan

d) mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisans
kepada Dircksi, maksimal 7 (tujuh) harl sejak
digahkan /ditandatangani;

3] menyusun rencana lerja setiap tahun  vang memuat
sasaran/target yvang ingin dicapal dan melaporkan secara
tertulis kepada RUPS; dan

4] mendapatlkan akses informasi Perusahaan ses1al
kewenangannya,

. memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang
disampaikan aleh Direksi, vaitu: #

1}  memberikan  persetujuan  atas  rancangan RJPP yang
disampailkan oleh Direksi; dan

2] memberikan persélujuan atas rancangan REKAP  yang
disampaikan oleh Direlesi.

d. memberikan arahan terhadap Direksi atas implementas: rencana dan

kehijakan Perusahaan, vaitu; 45

I} membenkan arahan tentang hal-hal penting mengenai
perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan
berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara
tepat wakiu dan relevan;

2] dalam batas kewenangannya, merespons saran, hargpan,
permasalahan dan keluhan dari Pemanphku Kepentingan
{Stakeholders) yang disampaikan langsung kepada Dewan
Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi:

3} memberikan arahan fentang penguatan sistem pengencalian
intern Perusahaan;

4] memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan;

W Sural Keputusan Sekretans Kementerian Badon Ussha Mikk Megom Nomor SK-16/5-MBU 2012
Paeameter 43, 44, 45, 40

W Burat Keputusan Sekretsris Kementorian Badan Usaho Milik Megaom Mamoer SK-16/5-MBLU /2012
Parameter 47 dan 48

MSural Kepatusan Selretans Remmentenagn Badian Usaha Milik Negarm Momer SK-1675-MBU /2012
Parameter 49 sampai dengan 57
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2]  membenkan arshan tentang sistem tcknologl informasi yang
digunakan Perusahasan;

] memberikan arahan tentang kehijaken dan pelaksanaan
pengembangan karier;

71  memberikan arahan  tentang  kebijakan akuntansi  dan
penyusunan  laporan  keuangan sesuai  dengan  Standar
Akuntansai Keuangan (SAK) vang berlaku umum di Indonesia;

8] memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan
pelaksanaannya; dan

9] memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan
gerta pelaksanaan kebijakan tersebiit.

e melaksanakan pengawasan terhadap Direlksi atas implementasi

rencana dan kebijakan Perusahaan, yaitu: 6o

1] mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi  dalam
menjalankan  peraturan  perundangan  yvang  berlaku  dan
perjanjian dengen pihak ketiga;

2] mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi  dalam
menjalankan Perusahaansesual REKAP dan/atau RJPF,

J]  memberikan persetujuan atas transaksi ateu tndakan dalam
lingkup kewenangan Dewan Komisaris ataun RUPS;

4]  berdasarkan usulan dari Komite Audit, Dewan Komisaris
mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS:

3] memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan
secara efeltif serta melaksanakan telash stas pengaduan yvang
berkaitan dengan Perusahaan wvyang diterima oleh Dewan
Komisaris; dan

6} melaporkan dengan segera kepada KEUPS apabila terjadi pejala
menuminnya kinerja Perusahaan serta saran-saran vang telah
disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan
yang dibhadapi.

£ melakukan  penpawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan
pengelolaan Anak Perusahaan danj/atau Perusahaan Fatungan,
yaitu: 67

1)  melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan penpgelolaan
Anak Perusahaan dan/atan Perusahaan Patungan  dan
pelaksanaannya;

2]  berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan,
meliputi:

a) menetapkan kebijakan dan  prosedur peran Dewan
Komisaris dalam penpangkatan Direksi dan Dewan
Komisarls Anak Perusahaan danfatan Perusahaan
Paturigan,

i Burut Kepatusan Sekrowaris Kementerian Badan Usaha Bilik Megara Nomor SK-16/S-MBU /2012
Parameler 58 ssmpai dengan 63

7 Surel Keputusan Schkretaris Kementerian Badan Usaba Millk Negora Memor SK-16/5-MELU2012
Farameler 684 dan 635
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{51} Dewan Komisans melakukan penilaian terhadap proses
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisars Anak
Perugahaan dan/atau Perusahasn Patungan, serta
memberikan penetapan tertulis {setuju atan tidak setuju)
terhadap proscs pengangkatan Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
Patungan; dan

) memastikan  penetapan  tertulis  terhadap proses
pengangkatan  Direksi dan Dewan  Komisaris  Anal
Perusahaan /Perusahaan Patungan paling lambat 15
ilima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya calon
Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan fatau
Perusahaan Patungan.

g, berperan dalam pencalonan anggota Direksl, menilai kinerja Dhirelosi
(individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinena
sesual Ketentuan vang berlaku dan mempertimbangkan kinerja
Direksi, yaiti: o6
1l menpgusulkan calon anggota Direlsi kepada Pemegang Saham

sesual kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;

2} menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada
Pemegang Saham; dan

3] menpgusulken Remunerasi Direksi sesual ketentuan yang
berlaku dan penilaian kinerja Direksi,

h. melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang
menvangkut dirinya, waitu: 59
1}  memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan

secara konsisten kebijakan tersebut;

2] menandatangani  pernyataan tidak memiliki @ benturan
kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap
awal tahun; dan

3 membuat palta integritas vang dilampirksan dalam usuian
tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan
Komisaris dan persetujuan RUPS.

i. memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan wyang Baik telah diterapkan secara efektil dan
berkelanjutan, yaitu; ™
1)  memastikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan vang bailk

telah diterapkan secara efektil dan berkelanjutan;

2y melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan
Komisaris;

B Burat Beputusan Sckeetnrs Kementerion Badan Usaha Mililk Negara Nomor SK-16)5-MBU /2012
Porameier 66 sampai dengan 68

o Burat Kepulusan Sekrelars Kementerian Badan Usaha Mililk Megara Nomar SK-16/5-MBLU /2012
Parameter 69

M Surat Kepatusan Sekeetaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Momoer SK-16)5-MBU 20132
Prarameter 70 dan 71
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3) menvampaikan LHEKFN secara berkala sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4}  menyusun pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota
Dewan Komisars, angeota Dircksi, Pepawai, dan organ
pendukung Dewan Komisaris

j. menyelenpggarakan rapal Dewan Komisaris vang efektil dan
menghadirt  rapat tersebut sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, vaitu: 7!

1)  memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang
memadai;

2} diadskan secara berkala sesuai ketentuan vang berlaku
danfatau anggaran dasar; dan

3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil
rapat sebelumnya.

k. menetapkan Sekretaris Dewan Komisans untuk mendukung tugas

kesekretariatan Dewan Komisaris, yaitu: 72

1)  menetapkan uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris yang
jelas;

2y melakukan administrasi dan penvimpanan dolkumern;

3} menyelenggarakan rapat Dewan Romisaris dan
rapal/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang
Saham, Dircksi, dan pithak terkait lainnya; dan

4] menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan
Komisaris dan komite-komite di linghkungan Dewan Komisaris.

L menctapkan Komite Dewan Komisaris vang elektil, vaitu: 73

1]  menctapkan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  dan  kebutuhan Dewan
Komisarnis;

2) menetapkan komposisi keanggotaan yvang mendukung
pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-
maging Komite Dewan Komisaris;

4] memasttkan Komite Dewan Komisaris memililki piagam dan
program kerja tahunan;

4] memastikan Komite Dewan Komisaris melaksanakan
pertémuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta
melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris;
dan

5] memastikan Komite Dewan Komisaris melaporkan keglatan dan
hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

I Burnt Keputusan Sckoctars Kementenan Boden Usahn Milik Negara Nomor SE-16/5-MBU /2012
Parameter 72 '-_mmpa,l ;ipngﬂ_n Tk

i Burat Keputusan Sekretars Kementerian Badan Useha Milik Negars Nomor SK-16/5-MBU /2012
Parameter V5 sampai dengan 72

1 Bural Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/5-MBU f2012
Parameter Y9 sampal dengan 83
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. Tanggung Jawab Dewan Komisaris™

l. Dewan Komisaris bertanggpung jawab menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi untulk kepentingan Perseroan sesuan
dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. setuap anggola Dewan Komisaris ikul bertanggung jawab secara pribadi
atas kerugian Perusahaan apabila yang bersanglkutan bersalah atau lala
dalam menjalankan tugasnya.

3. dalam hal Dewan Komisaris tercdiri dari 2 (dua) anpeota atau lebih malka
tanggung jawab schagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secars
tangrung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

4. Angpota Dewsn Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
keruman sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dapat
membuktikan;

. telah melakukan penpawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahdann;

b. tidak mempunyal benturan kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan penpurusan vang
mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk  mencegah
timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

E. Meckanisme Pelaksanaan Tugas dan Tangpung Jawab
1. mekanisme pengawasan perubahan linglungan bisnis, sebapai berilout:

g, menerima data dan informasi terkait hal-hal penting perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan
dan fatay permintaan arahan dan Dircksi tentang permasalahan
yvang dihadapi Perusahaan;

b. melakukan telaah mengpunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris terhadap data dan informasi serta mencan data dam
informagi tambahan, termasuk telaah kesesuaian visi dan misi
Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis; dan

c. memberikan dan menyampaikan arahan kepada Direlsi.

[

mekanisme merespons saran, harapan, permasalahan, keluhan dan/atau

laporan dugaan pelanggaran/pengaduan (whistleblowing system) dan

Stakeholders yang ditenma langsung Dewan Komsans ataupun

disampaikan oleh Direksi, sebagai berikut:

a menerima saran, harapan, permasalahan, keluhan dan /fatau laporan
dugaan pelanggaran/ pengaduan (whistleblowing system);

™ Anggsren Dasat Akta Nomor 73 Tahon 2003 Pasal LS ayet (1), aval [4), oyat [5), dan wyst {6&)
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b, melakukan verifikasi data dan informasi untuk memastikan
kecbenarannya, termasuk meminta penjelasan kepada Dircksi jika
diperlulan;

c. melakukan telaah terhadap data dan informasi serta mencari data
dan informas tambahan menggunakan seluruh perangkal di Dewan
Eomisaris;

. menetapkan dan menyvampaikan kesimpulan dalam bentuk
arahan /saran kepada Dhirelsi; dan

¢. dalam hal terlapor dugaan pelanggaran/pengaduan adalah Direksi
atau salah satu anggoia Direksi maka kesimpulan disampaikan
lkepada Pemegang Saham.
3. mekanisme pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal
dan audit internal, sebagai berikut: ™
B, membuat rencana kerja tentang pengewasan  efektivitas  audit
eksternal dan audit internal.

b.  penilaian efeltivitas pelaksanaan audit eksternal, melalui:

1] pemantauvan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan
rencana kerja;

2] telash kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi
alkuntan publik; dan

3] telagh hazil sudit eksternal dan kualitas rekomendas: awdit

eksternal,
¢,  penilaian efeklivitas pelaksanaan audit internal, melalui:

1] telaah atas efektivitas pemantavan tindak lanjut hasil audit SPI
dan Auditor Eksternal:

2}  telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar andit
internal;

3} telaah kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi
hasil audit internai;

4} telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; dan

o)  menetapkan dan menyampaikan arahan kepada Direksi,

4. mekanisme pengawasan dan pemberian arahan terhadap penerapan
sistemn secara umum, sebagai beriloat:

H. menerima data dan informasi terlkait penerapan sistem di antaranyva
pengendalian intern, sistem teknologi informasi, manajemen risiloo,
pengadaan barang dan jasa, pengendalian mutu dan pelayanan, dan
lain-lain dalam bentuk laporan baik vang disampaikan saat rapat
Dewan Komisaris dan Direksi ataun secara tertulis melalui surat atau
mekanisme lain;

0 Sural KHepuiisan Selorelaris Kementerisn Baden Ussha Milik Negara Nomor SKE-1675-MBU /20132
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b. melakukan telaah mengpunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris terhadap data dan informasi serta mencari data dan
informasi tambahan jika perlu; dan

c. menelapkan dan menyampaikan arahan kepada Direksi.

F. Hak Dewan Komisaris
Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

I.  memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terulor
dan lengkap.™
2. menecrima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna

jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(v, Komisars Independen

Komposisi Dewan Komisarns Perseroan harus sedemikian rupa schingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang efektil, 1epat dan cepat. Selain
itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tangpung jawab secars
imndependent, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyvektif dan bebas
dari tekanan dan kepentingan dan pihak manapun, termasuk dalam hubungan
satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

1. Kriteria Jabatan Komisaris Independen

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi

kriteria, scbagai berikut:

. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan
Terbatas;

b, Komisaris Independen mengikuti regulasi di  bidang usaha
Perusahaan dan/atau regulasi di bidang pasar maodal;78

¢, memahami peraluran perundang-undangan terutama terkait dengan
Core Businezs Perseroan,

d. tidak memiliki hubungan afliasi dengan Pemegang  Saham
Pengendali;

e.  tdak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atan anggota
Dewan Komisaris lainnya;

I, tidak memilila keterkaitan fnansial, baik langsung maupun tidak
langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang
menyvediakan produk atau jasa kepada Perusahaan;

E: tidals memiliki hubungan kontralktual dengan Perusahean secbagsdi
mantan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pegawai
Perusahaan dalam waktu 1 {(sata) tahun terakhir;

b Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-01/MBU /2001 Pasal 16
T Anggaran Dasar Ak Nomor 73 Tahun 2004 Pasal 14 ayvat (200
N Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Momor PER-01/MBU /2011 Pasal 13 ayat (4|
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h. bebas dari kepentingan dan aktivitas hisnis atau hubungan lain vang
dapat menghalangi atau mengpangeu kemampuannya untuk berpikar
dan fatau bertindak secara independen;™

g tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga non
depariemen dan kemiliteran dalam kuorun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir;

j. tdak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau mendudulki
jabatan eksekutil dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan
pelanggan signifikan dari Perusahaan atau perusshaan afiliasinya;

k. tidak menduduki jabatan clsekutif di Perusahsan atau perusahaan
vang mempunyva hubungan bisnis dengan Perusahaan dan
perusahaan-perusahaan lainnva vang terafiliasgi dalam kurun waktu
3 (tgs) tahun terakhir;

L. hubungan bisnia dengan Perusahaan dan perusahaan-perusahaan
laitinya yvang terafiliasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

m. bukan merapakan penasihat profesional Perusahaan atau
perusahaan lainnya yang satu  kelompok industri  dengan
Perusahaan.

2. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen

a. Dewan Komisaris mengajukan nama-nama vang diusulkan menjadi
calon Komisans Independen;

b. dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar
pendapal Pemegang Saham Minoritas diperhatikan, antara lain
dalam bentuk hak Pemegang Saham Minoritas untuk mengajulsan
calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap
kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Stakeholders lainnya.
Mekanisme pencalonan dilakukan dengan cara pengumuman di
media massa lengkap dengan agenda pada saat pengumuman BUPS;

¢.  calon yang diajukan harus lebih dari 1 {satu) crang;

d. calon yang dinominasikan harug luhis ujian kelayakan dan
kepatutan (fit and proper tesl) yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

H. Etika Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus senantiasa
bertindak sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan yvaitu AKHLAK dan etika jabatan
yang diatur dalam pedoman perilaku etika (code of conduct] sebagai berikut:
1. menphindari tlerjadinya benturan kepentingan atau  mengambil
keuntungan pribadi, maka
A, Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya yang dimiliki pada Perusahaan lain, termasuk
sctiap perubahannya;®” dan
b,  Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang
mempunyai benturan kepentingan {conflict of interest) dan mengambil
keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau

™ Peraturan Mentori Badan Usaha Milik Negora Nomor PER-01 fMBU /2001 Pasal 13 ayat (3)
B Perasuran Menter Badan Usaha Milik Negnra Nomor FER-01 /MBLU 201 | Pasal 12 ayat (0]
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Ekpzumn

pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersanglkutan, selain penghasilan
]r'-"lI'JE Sa]'l.“:-
2.  menjaga kerahasiaan informasis?
a.  kecuall disyaratlkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan di Perusahaan,
Komite Audit dan komiie lainnya harus merahasiakan informasi yang
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya;

b, Dewan Komisaris bertangpung jawab kepada Perusahaan untuk
menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan: dan

c.  informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi
rahagia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahagiakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan [atau
ketentuan Perusahaan.

3. patuh terhadap peraturan perundang-undangan®?

a. mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta  melaksanakan prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungiawaban, dan
kewajaran; dan

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Dareksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perusahaan.

4. memberikan keteladanan
Dewan Komisaris harus mampu memberikan contoh keteladanan untuk
mendorong terciptanya perilaku elis dan menjunjung tingg standar etika
Ferusehaan.

5.  Dalam berpernlaku sehari-hari, anggota Dewan Komisaris harus memilild
sikap selia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pemerintah ™

.. Waktu Kerja

L. Setapanggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya
dalam mengawas: Direksi dalam mengelola Perusahaan;

4.  Seliap anggola Dewan Komisaris wajib menyediakan wakiu yang culkup
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

termasuk mengikuti rapal Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan
Komisaris.,

J. Independensi [Kemandirian) Dewan Komisaris

*l Peraturan Menteri Bedan Usaha Milik Megara Nomor PER-O1 S MBLUS20E 1 Pasal 17
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1. Agar Dewan Komisaris dapat bertindak sebaik-baiknya dalam melakukan

pengawasan demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka

independensi Dewan Komisaris merupakan salah satu faktor penting vang

harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan

ketentuan sebagai berilout:

Dewan Komisaris dilarang melakubkan altvitas yvang dapat menggangsu

independensinya dalam mengurnis Perusahaan;

d.  Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan dan menyajikan
informasi secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari
sepala tekanan dari pthak manapun,

]

K. Program Pengenalan Dewan Komisans

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisars vang berasal dar beberapa
pihak vang merepresentasikan Pemegang Saham, maka keberadasn program
pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan. Hal im1 dilakukan agar para
angeota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama
schagai satu tim yang kompak, komprehensil dan efektil. Ketentuan tentang
program pengenalan sebagai berilout:

l.  Anggola Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai kondisi Perseroan sccara umum.

2. Penyelenggaraan program pengenalan terscbut memupakan tanggung
jawah Sekretaris Perusahaan,

3. Dalam hal pergantian jabatan Dewan Komisaris bukan jabatan Komisaris
Utama, maka Komisaris Utama wajib untuk ikut mengenalkan Perusahaan
dan sepnla kondisinya kepada anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat. Jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab ikut
mengenalkan Perusahaan berada pada Direktur Utama,

4. Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat
sekurang-kurangnya mencakup:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governonce  di
Perusahaan;

b.  keterangsn mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan
Komisaris dan [Dircksi berdasarkan peraturan-peraturan vang
berlaku:

i, gambaran mengenal Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan
lingkup kegiatan, kinerja keuvangan dan operasi, strategi, rencans
usaha jangka pendek dan jangka panjang, pofisi kompetitif, risiko,
pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;

d. lketerangan berkaitan dengan kewenangan yvang didelegasikan, audit
internal dan ekstenal, sistem dan kebijakan pengendalian intermal di
Perusahaan serta Komite Audit;

e.  keterangan mengens kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak
Direksi dan Dewan Komisaris;
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f pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlalku di
lingkungan Perusahaan serta masvarakat,

&, team building dimana dalam kegiatan ini menyertakan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi, baik yang baru memabal maupun
yvang pernah menjabat sebelumnya,

8. program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke
kantor cabang (apahila ada), ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dolumen
Perusahaan atau program lainnya yang dianggap secsuai dengan
kebiitihan.

6. Program pengenalan ini dilak=ssnakan selambat-lambatnya 3 [tiga) bulan
setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris vang bersanghkutan.

L. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Kotnisaris

1. Dewan Komizaris dari walctu ke waktu ikut serta dalam program pelatihan
guna meningkatkan keahliannya. Perusahaan mendorong seluruh anggota
Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan diri sesuai
kebutuhan melalui anggaran pelatihan yvang ditetapkan setiap tahunnya.

2. peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu
memperbaharui  informasi tentang perkembangan terkini dari  core
business Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian
hari bag keberlangsungan dan kemajuan Perseoran.

3.  ketentuan-ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan
Komisaris adalah sebagai berifout:

a program peningkatan  kapahbilitas  dilaksanakan dalam ranghka
meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisans;

b, rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabalitas
Dewann Komisaris harus dimasukan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Dewan Komisaris;

©. setiap anggota Dewan Komisaris yang mengkuti  program
peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta
untuk menyajikan presentasi kepada anggota Dewan Komisaris yang
lainnya dalam rangka berbaga: informasi dan penpetahuan (sharing
knowledge|; atau

d. Anggota Dewan Komisans yvang bersangkutan bertanggung jawab
untuk membuat laporan tentang pelaksanasn program peningkatan
kapabilitas. Laporan tersebul disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4. program peningkatan kapabilites dapat berupsa:

. pengetahuan terkait dengan prinsip-pninsip hokum korporasi dan
updating peraturan perundang-undangan vang berhubungan dengan
kegiatan usaha Perusahaan, serta telknologi informasi;

b, pengetahuan Dberkaitan dengan mandjemen stratepis dan
formulasinya;

e,  pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko; atau

d. pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan vang berlmalitas.
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M. Evaluasi Kinerja hrekosiss

1. Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-
targetnya dan disetujui angpota RUPS setiap tahun berdasarkan usulan
dari Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisans mengevaluas: pencapaian
kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam
risalah rapat Dewan Komisaris.

3. penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

N. Rapat Dewan Komisaris®
| segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisans.

2. keputusan dapal pula diambil di luar rapat Dewan Komisars sepanjang
sclurih anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.

3. dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat berisi hal-
hal vang dibicarakan (termasult pendapat vang berbeda (dissenting
apinton] anggota Dewan Komisaris, jika ade), hal-hal yang diputuskan,
jalannyva rapat [dinamika rapat), rizalah hasil evaluasi atas pelalsanaan
keputusan rapat sebelumnya, dan keputusan rapat), ¥

&, risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan
Komisaris yvang hadir dalam rapat.

5.  ash nsalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk
disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyvimpan
salmannya.

f, rapat. Dewan HKormisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik
Indonesia.

¥. Dewan Komisaris mengacdakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali,
dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu—waktu atas
pemintaan 1 (satu] atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan
Direksi, atau atas permintaan tertulis dar 1 [satu} atau beberapa
Pemegang Saham yvang mewalili paling sedilat 1710 (satu per sepuluh|
jumtah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.

9.  panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris vang ditunjulk oleh
Komisans Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

B Burat Keputusan Sekeelerys Badan Usaha Milik Negam Nomar SK-16,/MBU ) 2012 Pammmeter 71
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[tiga] hari sebelum rapat diadakan atau dalam wakiu vang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tempal rapat Dewan Komisgaris,

10, panggilan rapal haros mencantumbkan acara, tanggal, waktu, dan tempat
rapat Dewan Komisars.

1. pangmlan rapat tidak disyvaratkan apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir dalam rapat.

12, rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak menpgambil keputusan vang
mengikat apahila dihadir atau diwakili oleh 1/2 (satu per dua) jumiah
anggolas Dewan Komisaria,

13. dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak
mengambil keputusan kecuali scmua anggota Dewan Komisaris atay
wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

14, seorang anggota Komisaris dapal diwakili dalam rapat hanya oleh satu
anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan
khusus untuk keperhian ini,

15, seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggola
Komisaris lainnya.

16. semua rapat Dewan Kemisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

17. dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh seorang Kormsaris lainnya yvang ditunjuk oleh
Komisaris Utama.

18, dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Komisaris bertindalk
sebapal pimpinan rapat Dewan Komisaris,

19, dalam hal anggota Komisans yang paling lama menjabat sebagal angpota
Dewan Komisars letnh dan satu orang, maka anggota Dewan Komisaris
vang tertua dalam usia bertindak sebagal pimpinan rapat,

20. semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah
untuk mufalkat.

21, dalam hal melalul musyawarah tidak tercapal mufakat, maka keputusan
rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.

22, setiap anggola Dewan Komisans berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara ditambah 1 (satu] suara untuk anggota Dewan Komisaris vang
diwakilinya.

23, dalam hal jumlah suara vang setuju dan udak setuju sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenial
pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan
rapal dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

24, suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

25, dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatil dan hasil pemungutsn susra
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per
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26,

27,

28,

29,

30,

31.

dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan vang mempercleh suara lebih dari
1 /2 (satu per dua) bagian dari jumlah vang dikeluarkan.

suara yang Hdak sah diangsap lidak ada dan tidak dihitung dalam

menentulan  jumlah  suara yang dikeluarkan dalam rapal Dewan
Lomisaris.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan secara sirkuler atau rapat
sirkuler®®, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris; dan

b.  keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan vang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komigaris,

Dewan Komisaris menetapkan tingkat kesegeraan pengambilan keputusan

Dewan Komisaris yaitu tingkat kesegeraan 7 (tujuh| hari (baik) dan 14

[empat belas) hari (cukup), B

rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui tatap muka atau rapat

virtual melalui sarana media elektronik vang memungkinkan semua
peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.

setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan nisalah Rapat
Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat
tersebut, 40

risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh
Anggola Dewan Komigaris paling lambat 7 [tujuh] hari setelah Rapai
dilaksanalkan ¥

0. Komite-Komite Dewan Komisaris

L.

Umum

4. Dewan Komisans dalam melaksanakan tupas dapat membentuk
komite-komite lain sclain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan, ™

b, Dewan Komisaris dapat membentuk komite Dewan Komisaris, terdiri
dari:®3
1] Komite Audit;

2}  Komite Nominasi dan Remunerasi;
J)  Seckretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;

B8 Buret Keputusan Sekrotavis Hementetian Badon Usahs Milik Megara Momor SK-16/S-MBU /2012
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4)  Satu komite lain, jika diperlukan.
¢. secorang ataw lebih anggota komite berasal dari angpota Dewan
Komisaris.

d. Anggota Komite Audit, Komite Mominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungs: yang sama dan komite lain yang
bukan berasal dan anggota Dewan Komisans, maksimal berjumlah 2
pdua) orang e

2.  Dalam hal komite sebagaimana dimaksud pada hurul b di atas belum
terbentuls, maka Dewan Komisaris menunjuk secara tertulis komite
yang telah terbentuk untuk bertugas don bertangpungjawab sebagai
komite yang belum terbentuk dimaksuad.

E Dewan komisaris dapat membentull komite lain lebih darn 2 (dua)
dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal
dan anggota Dewan Komisaris lebih dar 2 (dua) orang, apahila;®
1)  diwajibkan berdasarkan peraturan perundsng-undangan;

2] disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksilas dan beban
vang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di
BUMN vang bersangkutan; atan

31  diwajibkan oleh Menteri.

g.  kewajiban membentuk komite lain scbagaimana dimaksud pada
hurul e ditetapkan berdsarkan Keputusan Menteri dengan memuat
antara lain:%

1] daftar BUMN yang wajib membentuk komite lain;
2] wragian fugas komite lain;
3]  jumlah anggota komite lain;
4] masa jabatan komite lain;
5]  persyaratan keanggotaan komite lain;dan
6] penghasilan dan fasilitas komite lain.
h. Komite wajb menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan
anggaran tahunan kepada Dewan Komisars untuk ditetaplkan
sebelum tahun bulku berjalan .

I salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi untuk diltahui.®
i, Komite wajib menandatangani pakta integritas vang merupakan

pernyataan dan kemitmen untuk mematuhi segala ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan vang baik {Good Corporate Governanee], 100

W Peratuwran Menteri Bedan Usaha Milik Mogara Nomor PER-14/MBLUS 1 GF 2021 Pasal 2 ayat [2)
T Pernturan Menteri Badan Usahna Milik Negar Nomor PER-14MBU /102021 Pasal 2 ayat [J3)
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k. Komite mengadakan rapat sckurang-kurangnya sama dengan
ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris vang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan setiap rapal Komite dituangkan dalam risalah
rapat yang ditandatangani oleh seluruh angpota Komite vang hadir
dan disampaikan secara tertulis kepada Dewesn Komisaris, 101

I, kehadiran anggeta Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan
triwulanan dan laporan tahunan Komite, 122

m. Komite bertanggung jawsb kepada Dewan HKomisaris dan wajib
menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap
pelaksanaan tugas, disertal dengan rekomendasi jika diperlukan, 102

n. Komite membuat laperan triwulanan dan laporan tahunan kepada
Dewan Romisans yang ditendatangam oleh Ketuas Komite dan
anggota Komite, 10

3. Komite Audit 105

a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Komite Audit secbagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1} Ketua Komite vang merupakan anggota Dewan Komisaris;

2]  seorang atau lebih anggola komite berasal dan anggota Dewan
Komisaris;

3]  Anggota Komite vang bukan dari angpota Dewan Komisaris
harus berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai
kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan
keglatan usaha Perusahaan.

.  Ketua dan Anggota Komite Audit diangkal dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris,

d., pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada
RUPS,

€.  Anggota Komite Audit yvang merupakan angpota Dewan Komisatis
berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai angpota
Dewan Komisars berakhir.

[. dalam hal terdapatl anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagal
Ketna Komite Audil berhenti sebagat anggota Dewan Komisans, Ketua
Komite Audit wajib diganti oleh angpota Dewan Komisars lainnya
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) har. 06

B Komite Audit memiliki piagam /) choarter dan program kerja tahunan.

M Peraturan Menteri Baden Usaha Milik Negara Nomor PER- 13/ MBU 3012 Pasal 25 ayat (1], ayat {2)
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h. program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit memuat telaah
uniuk memastukan; 07
I} efektivitas sistern pengendalian manajemen dan  memberi
rekomendasi penvempurnaan sistem pengendalian manajemen
beserta pelaksanaannyva;

2} efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Satuan
Pengawasan Intern;

3}  penilaian pelaksanaan kegiatan dan hasil audit eksternal dan
Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal;

4} telah terdapat prosedur ulasan yang memuaskan terhadap
segala informasi yang dileluarkan Perusahaan; dan

5) telah melakukan identifikasi hal-hal yang memerhakan
perhatian Dewan Komisans serta tugas-tugas Dewan Komisans
laintya,

1, selain tugas sehagaimana dimalsud pada huruf h, Dewan Komisaris
dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang
ditetapkan dalam piagam komite audit.'ns

1. masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota
Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
satu kali selama 2 [dua) tahun masa jabatan, dengan tidak
mengurangi hak Dewsn Komisaris untuk memberhentikannya
sewaltu-walkiu, '™

k. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:! 10
1} memiliki integritas wyang baik dan pengetahuan serta

pengalaman kerja yang cukup di bidang
pengawasan | pemerikcsaan;

) tidak memilili kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatf dan benturan kepentingan
terhadap Perusahaan:

3) mampu berkomunikasi secara efeltif:

4) dapat menyediakan waktu vang culkup untuk menvelesailian
tugasnya; dan

9]  persvaratan lam yang ditctapkan dalam piagam komite audit,
Jika diperlukan,

L salah seorang dan anggota Komite Audit harus memiliki latar
belakang pendidikan atau memilila keahbian di bidang aluntansi

atau keuangan, dan salah seorang harus memaham industn/ bisnis
Perusahaan,1!?

¥ Peraturan Menter Badan Usiha Milik Kegara Nomor PER- 1 2/MBU/2012 Pasal L3 ayet (1)
4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 12 /MBLY2012 Pasal §3 ayat (2]
W9 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negare Nomor PER-12/MBU /2012 Pazal 14

M0 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2013 Pasal 15 ayet (1]
HE Peraturan Mentzn Badan Usaha Milik Negara Momor PER- |2,/ MBU2012 Pasal 15 ayal 2|

Samaium Juseda | 0. B H, duanda | @ -camzaszsm ) Goommuseding I commuzor line @) wwewkrlen.ld
dibaria Pesal - 10120 . INDONESLS, @ #4211 2an 3ecnd @ Scomeuterine (2 commuter chanral (D) comenotercarai®i_en. ld




m. penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, 112

n. penghamlan Anggota Komite Audit terdiri dari; 13
1} honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gap
Chrektur Utama Perusahaan:

2] fasilitas keschatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-
obatan bagi vang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan

J)  tunjangan hari raya yang dibayvarkan sekali dalam 1 [satu)
tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
0. Anggota Dewan Komisaris vang menjadi Ketua/ Anggota Komite Audit
tidak diberilkkan penghasilan tambahan dar jabatan tersebut selain
penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris, 114

p. Pajak atas penghasilan Komite Audit ditanggung Perusahaan, 195

q.  Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan
sebagaimana dimaksud pada hurufn. ne

3.  Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi
Yang sama
a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi vang sama, terdiri
atag: 1Ly

.1 {satu) Komisaris lama atau Komisaris Independen atau angpgota
Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen sebagai ketua
Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap angeota;

€. anggota komite Nominasi dan Remunerasi lainnyva dapal berasal dari:

1]  anggota Dewan Komisaris;
2] berasal dar luar Perusahaan;

3l pepawai vang menduduki jabatan manajerial di bawah Direlsi
yang membidangi sumber dava manusia; atau

4]  Anggota Komite vang bukan dari anggota Dewan Komisaris
harus berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai

kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan
kematan usaha Perusahaan,
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d. anggota Komite Nominasi dan Hemunerasi yang berasal dar luar
Perusahaan wajib memenuhi syarat: 18

1] memihki inlegritas vang baik dan pengetahuan serta
pengalaman kerja vang cukup vang berhubungan dengan tugas
Komite Nominasi dan Remunerasi,

2] tidak memiliki kepentingan/keterltaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan memiliki hubungan afiliasi
dengan Perusahaan, Pemegang Saham, anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;

3] mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektf;

4]  dapat menyvediakan wakiu yvang cukup untuk menyvelesailcan
tugasnyva, dan

5] persvaratan lain vang ditetaplan dalam piagam Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungs
yvang sama, jika diperlukan,

e. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan

diberhentikan oleh Dewan Komisarig, 119

£ pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan anggota Komite
Nominasi dan Remuneras: dilaporkan kepada RUPS, 190

£, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam /charter dan
program kerja tahunan.

h. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam
pelaksanaan tugasnys maupun dalam pelaporan, dan bertanggung
jawab langsung kepada Dewan Komisaris. 127

i tugas dan tanggung jawab Komite Nominas: dan Remunerasi antara
Lainy; 192
1) melalukan revia secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta

(Talent Management System) Perusahaan serta pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaannya;

2}  melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur
Pengklasifilkasian Talenta (Talent Classification] yvang dilakukan
olch Direlos:;

3]  melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta vang diusullkan
oleh Direlsi kepada Dewan Komisaris (Selecfed Talenf), untuk
menghasilkan daftar Talentn yang akan dinominasikan oleh
Dewan Komisaris kepada RUPS [Nominated Talent);

4} melakukan evaluasi terhadap Pegawal vang akan diusulkan
schagal anguota Dircksi atau anggota Dewan Komisaris A Anak
Perusahasn dan/atau Perusahaan Patungan, sebelum diajulkan
kepada RUPS:

UK Permiuran Mentern Badan Usaha Wik Negarn Nomor PER-Q6G/MBU /042021 Pasal 168

12 Perpiuran Memter: Badan Usaha Milik Regara Nomor PER-12/MBU 20012 Pasal 17 avat [2)

120 perpturan Menteri Badan Usaha Mihlk Negarma Nomor PER- | 2/MBU 20012 Pasal 17 aval (5]

I Perpiuran Menteri Badan Usaha Milik Negera Bomor PER-O68MBU /04 /2021 Pasal 168

19 Perniuran Menteri Badan Lisaha Milik Megnra Nomor PER-06/MBL /04 /2021 Pasal 16C myai (1)
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5] melakukan evaluasi atas usulan Indikator Kineja Utama (Key
Performance Indicators] individu anggota Direlesi;

6] menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bapm
anggota Direls dan fatau anggota Dewan Komisaris;

7l  menyiapkan usulan program pengembangan bagn anggota
Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris;

8]  melakukan evaluasi atas kebijakan Remunerasi bagi Pegawai
vang membutuhkan persetujuan/tanggapan dan  Dewan
Komisaris; dan

Y} melakukan evaluas1 atas usulan Direksi mengenai strukiur
orgamsas Perusahaan.

1. gelain tugas sebagaimana dimaksud pada hurul 1, Dewan Komisans
dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan
Femunerasi dengan ungsi vang sama yang ditetapkan dalam piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi dengan fungsi yvang sama, 143

k. masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi vang bukan
merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang | [satu) kali selama 2 [dua) tahun masa jabatan,
dengan tidak mengurangi hak Dewan Homisaris untuk
memberhentikannya sewaktu-waltu, 124

L. Anggota Komite Nominasi dan Remuneras vang menipalian anggota
Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinva apabila masa
jabatannya sebagsi anggota Dewan Komisaris beralchir, 135

m. dalam hal terdapat anggota Dewan Komizsaris vang menjabat sebaga
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhent sebagal anggota
Diewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi den Bemunerasi
wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu
paling lambat 30 {tiga puluh) hari, 196

n, penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan
olech Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan, 127

i, penghasilan Angpota Komite Nominasi dan Remunerasi terdin dari: i
L}  henoranum maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dan gap

Direktur Utama;

2} fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-
obatan bagl vang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan

3) tunjangan hari rava yang dibayarkan sckali dalam 1 (satu)
tahun sebesar 1 (satu] kah honorariuom.

13 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negars Nomor PER-QG/MBUOS8 F302] Praal 16 C ayat (2
144 Peratiran Menter Badon Usaha Milik Negare Nomeor PER-Q6/MBLU S04 F202] Pasal 16 0

WS Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negare Somor PER-12/8MBU 2012 Pasal 17 ayat i)

= pepaturan Menlert Badan Usaha Mok Negiara Nomor PER- | 2/MBU/2012 Pasal 17 ayat {7]

7 Peraturan Menteri Bedon Usahe Milik Negare Nomor PER-12,/MBU /2013 Pasal 23 avat |1}

5 Peraturan Menieri Badan Usaha Milik Negar Nomor PER-06MBL 04 /2021 Pasal |6 F ayal (2)
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p. Angpota Dewan Komisaris vang menjadi Ketua/Anggota Komite
Remunerasi Ldak diberikan penghasilan tambahan darn jabatan
tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris, 127

. pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi ditanggung
Perusahaan,

r. Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang menerima penghasilan
lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf o.

i, Komite Pemantau Manajemen Eisiko

A Dewan Komizaris dapat membeniuk Komite Pemantau Manajemiesn
Risiko terdiri atas:

1) RKetua Komite vang meripakan anggota Dewan Komisars;

21 Secorang atau lebth angegota komite berazal dari anggota Dewan
Komisaris; dan

3] Anggota Komite yvang bukan dari anggota Dewan Komisaris
harus berasal dari luar Perusahasn dan tidak mempunyai
kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan denpgan
kegiatan usaha Perusahaan.

b. Komite Pemantau Manajemen Risilto memiliki piagam/charter dan
program kerja tahunan.

¢. tugas dan tanggung jawab Komite Pemantaun Manajemen Risiko di
antaranya: 13

1] melakukan telash dan memberikan rekomendas: atas elekiivitas
pelaksanpan manajemen risiko Perusahasn melalul pertemuan
secara berkala maupun cara lainnva untul membahas progres
dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang
dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko;

2} melakukan telaah atas penilaian risiko olech =satuan kerja
manajemen nsiko terhadap rencana inveatasi Perusahaan yang
material;

3}  Melakukan penpgawasan atas kegiatan satuan kerja manajemen
risiko dalam memantiau pelaksanaan matigas risiko oleh unit-
unit kerja terkait;

4] melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Dewan
Komisaris kepada Direksi yvang terkait dengan manajemen
risiko;

3] melakukan analisis dan rekomendasi atas usulan Rencana
Kegiatan dan Angparan Perusahaan [REAP| dan telaah tahunan
atas Rencama Jangka Panjang Perusahaan (BJPF) yvang
dilakukan oleh Direlsi:

119 Peraturan Menteri Badan Useha Milik Nepare Nomor PER-12,/8BU 2012 Pasal 22 ayat 3
0 Praggim Charter Romile Pernantouw Manapemen Ristko
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6} melakukan telaah atas informasi risiko dan manajemen risiko
Perusahaan dalam laporan berkala [triwulan dan tahunan) yang
akan disampailian kepada Pemegang Saham;

7] melakukan pemantauan atas pembahasan risiko-risike penting
pada satuan orgamsasi di ingkungan Perusahaan, sesuai
kebutuhan;

#) dalam hal Perusahaan mengenggap perlu mengpunakan
konsultan managjemen nsiko independen untuk melakukan
penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah
ditetapkan Perusahaan, maka tugas Komite Pemantau
Mangjemen Risiko adalah:
al] memberikan masukan tentang kineja dan kempetensi

komsultan; dan

bl melakukan pemantavan pekerjaan komsultan  melalui

satuan kerja manajemen risiko.
d, masa jabatan angpota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang
bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa

jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, 13!

€.  penghasilan Anggota Komite Pemantan Manajemen Risiko ditetaplkan
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan, 132

it penghasilan Anggota Komite Pemantan Manajemen Risiko terdir dari:

11 honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaj
Direlktur Utama Perusahaan;
2]  [flasilitas keschatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obaz-
obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga: dan
3]  tumjangan han raya yvang dibayarkan sckali dalam 1 (satu)
tahun sebegar 1 [2atu) kali honoraritm, 123
g. Anggota Dewan Komisaris yvang menjadi Eetua/Angeota Komite
Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan lambahan
dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Angpota Dewan
Komigarig. ¥
h: pajak atas penghasmlan Homite Pemantau Manajemen Risiko
ditangpung Perusahaan, 9%
L. Komite Pemantau Manajemen Ristko dilarang menecnma penghasilan
lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada hurafl [ 159

3 Peraturan Menten Badan Usaha Milik Negarn Nomor PER-12/MBU /2012 Pasal 20

3 Pergturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomoar PER-12/MBU /2012 Pasal 22 ayan 1)
A Perpmuran Menterd Badan Usaha Milili Negari Nemor PER- 12/ MBU /2002 Pasal 32 avat |2)
M Perpturan Menteri Badan Usaha Milik Regarn Nomor PER-12/MBU 2012 Pasal 32 ayat 13)
138 Peraturan Menter] Badan Usaha Milile Negarn Nomor PER- 1 2/MBU /2012 Pasal 22 avat (4)
U Pergturan Menteri Badan Usaha Milik Negarn Nomor PER-12 /MBS 2002 Pasal 22 aval [3)
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P. Sekretars Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Selkretariat Dewan Komisaris yvang
dipimpin oleh seorang Sckretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat
Dewan Komisaris;17

2. Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka |1
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisarg;12®

3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan; 119

4.  Bekretans Dewan Komisaris bertugas membantu melakukan kegiatan
Dewan Komisaris berupa: 40

a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;

b,  membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesual ketentuan anggaran
dasar Pertusahaan;

€. mengadministrasi dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk,
surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

£ menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris!

f melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;

g memastikan Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-
undangan serta menerapkan prinsip GCG;

h. memberikan informasi yang dibutuhkan ocleh Dewan Komisaris
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

i. mengoordinasikan anggota Komite; dan
i sebagai penghubung (laison officer) Dewan Komisaris dengan pihak
lain.

2.  dalam rangka tertih adminiatrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan
yang baik, Sekretanat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen
penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan, !

b,  persyaratan Seliretaris Dewan Komizsans sebagai benikut; 192
a. memahami sistem pengelolaan, penpawasan dan pembinaan BUMN;
b. memiliki integritas vang bailc,

c. memahami fungsi kesekretariatan; dan
d. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinas:
dengan baik.

7. masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Stafl Sekretariat Dewan
komisaris ditetapkan cleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tigal tahun dan
dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak

7 Peraturan Menteri Badan Usaha Millk Negara Nomor PER-12,/MBU 2012 Pagal 3 avat (1]

8 Pernfuran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomoe PER-12/MBU201 2 Pamal 3 ayai [

1% Peraturan Menten Badan Usaha Milik Negera Nomor PER-12/MBU/ 2002 Pasal 3 ayat (3

130 Pernturan Menter Badan Usaha Milik Negara Nosmor PER- 12/ MBU 2012 Pasal 4 ayat (1] den avat
12|

11 Perpfuran Menien Badan Usaba Milik Negarm Nomoos: PER-12/MBU 201 2 Pasal 4 ayat (3|

2 Peraturan Menfter Badan Usaha Milile Negara Nomor PER-12¢/MBU /2012 Pasal A
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mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-
walctis, 149

., Akses dim Kerahasiaan lnformasi

A berdasarkan sural penugasan tertulis dan Dewan Komisans,
Sekretaris Dewan Komisaris dapal mengakses catalan atau informasi
tentang karvawan, dana, aset, sérta sumber daya lainnya milik
Perusahaan yvang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.'*

b.  Sckretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil
penugasan kepada Dewan Komisaris, 145

2. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen,
data, dan informasi Perusahaan, baik dan pihall internal maupun
pihak eksternal dan henya digunakan untuk  kepentingan
pelaksanaan lugasnya, 14

13 penghasilan Sekretaris dan Stal Selaetariat Dewan Komisaris ditetaplkan

oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
|47

10, besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, terdiri dari: 148
a. honorarium maksimal secbesar 15% (lima belas persen| dari gaji
Direktur Utama Perusahaan;
b. tunjangan terdin dari;
1] mmangan transporfasi sebesar 20% (dua puluh persen) dan
honorarium per bulan;
2] tunjangan han raya vang dibavarkan sekali dalam 1 (satu)
tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-ohatan
bagi yang bersanghutan, tidak termasuk keluarga; dan
d, jJasa produksi [bonus} dapat diberikan kepada Seloetans Dewan
Komisaris dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa produlosi
Ibhonus) terendah vang diterima oleh pegabat 1 (satu) tngkat i bawah
Direksi Perusahaan,

L1. Sekretaris Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain selain
sebagaimana dimaksud pada angka 10, 140

12, besaran dan jemis penghasilan Staf Sckretanat Dewan  Komisans
sebagamana dimaksud pada angka 9 ditetapkan oleh Dewan Komisans
dengan ketentuan total penghasilan selahun tidak  lebih besar dari
penghasilan Organ Pendubung Dewan Komigsaris lainnya. 150

19 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Nomor PER-12/MBU 2012 Pasal &

4 Peraturan Menter Badon Usaha Milik Negars Nomor PER-12/MBLU 2012 Pasal & pyat (1)

% Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Nomor PER-12/MBU/2013 Pasal & aval [2)

138 Peraturan Meoterl Badan Usabo Milik Negars Momor PER-12/MBLU 201 2 Pasal &

47 Peraturan Menter] Badan Usaha Milik Negars Nomeor PER- 14 /MBU 1023021 Pagal T oyat (1)
HA Peraturan Menten Badan Usaha Milik Negars ¥Nomor PER-14/MBU S 102021 Pasal 7 avat [2)
L% Peraturain Menterl Bedan Usaha Mitik Negara Nomaor PER- 14/ MBLU S 10/ 2021 Pasal T ayat (2h)
13 Peraluran Menieri Radan Usahs Miiik Negore Nomor PER- 14 /MBLU 10/ 23021 Pasal T ayat [3)
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3. pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris
ditanggung Perusahaan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi Sekretaris
Dewan Komisaris dan jasa produksi [bonus| bag Stal Sckretariat Dewat
Komisaris. 15

l#. evaluas Kinerja Sekretanat Dewan Komisans dilakukan setiap 1 (satu)
tahun oleh Dewan Komisaris, 152

1 Peraturan Monterd Badan Usalka Mililkk Negers Nomor PER-14 /MBU L0/ 2021 Pasal 7 ayat [4]
122 Peraluran Menten Badan Usaha Mililk Negarm Nomor PER-12/8BU 20102 Pasal 10
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BAB IV
DIRERS]

A, Persvaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
l. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direks
melipuli persyaratan malterial dan persyaratan formal yang wajib dimual
dalam surat pernyvataan dan disampaikan kepada Perusahaan, serta surat
pernyvataan tersebut didokumentasikan oleh Perusalwaan.

iL Persyaratan Formal

Persecrangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
sclama menjabat menjadi anggota Direksi, meliputi;

1} orang perscorangan yang cekap melaksanakan perbuatan
hukum, kecusli dalam waktu 5 (bma) tahun sebelum
penganpgkatan pernah!sd
&l dinvatakan pailit;

Ij merjadi anggota Direksl atau anggota Dewan Komisaris
vang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN,
Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan dinyatakan
pailit;

| dihukum karena melalkukan tndak pidana yang
merugikan kevangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan,
Perusahaan, danfatau vang berkaitan dengan sekior
keuangan,

2]  memiliki akhlak, moral dan integritas yvang bail;

3] memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-
undangan; dan

4}  memililka pengetahuan danfataw  keahlian di bidang yang
dibutuhkan Perusahaan,

b.  Persyaratan Material terhadap Direksi, meliputi: 15

1} pengalaman, dalam arti yvang bersangkutan memiliki relkam
jejek (track record) vang menunjukkan keberhasilan dalam
pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga
tempat yang bersanglutan bekerna sebelum pencalonan;

2 keahhan, dalam arti vang bersanglutan:
al memilikd pengetahuan vang memads di badang usaha

Perusshaan vang bersanghkutan;

[¢]] memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata

kelola perusahaan;

10} Pernturan Menteri Badan Usahn Milik NMegara Nomor PER-04 S RTELD S0 F2000 Pasal 3 angla 1
15 Peraiuran Mentert Badan Usaha Milik Negdra Nomior PER-U4 /MBL A0 2020 Pasal 3 angka 2
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) memiliki kemampuan untuk merumuskan  dan
melaksanakan  kebijakan  strategis  dalam  rangka
pengembangan perusahaan.

3] integritag, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang
pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum
pencalonan (berbuat tidak jujor;

h) perbuatan cidera janji vang dapat dikategorikan tidak
memenuhi komitmen vang telah disepakati pada tempat
yvang bersangkutan  bekerja  sebelum  pencalonan
{berperilaku tidak baik);

€] perbuatan vang dikateporikan dapat memberikan
keuntungan secara melawan hukum  kepada vang
bersangkutan dan/atau pihak lain scbelum pencalonan
(berpenlaku tdak batk);

d] perbuatan yang dapat dikateporilan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang hberkaitan dengan prinsip-
prinsip pengurusan perusshaan yang sehat (berperilaku
tidak hail].

4)  kepemimpinan, dalam arti vang  bersangkutan memiliki
kemampuan untuk:

a) memiormulasikan dan mengartilkulasikan visi
Perusahaan;

b mengarahkan pejabat dan pegawai Perusahaan agar
mampu melakukan sesuatu untuk mewujedkan tujuan
Perusahaan;

C membangkitkan semangat (memberi energi baru| dan
memberikan motivasi kepada pejabat dan pegawad
Perusahaan unmk mampu mewujudkan tujuan
Perusahaan.

5]  Memiliki kemanan vang kuat {antusias) dan dedikasi vang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang
bersanglnatan;

B} jujur;

7} perlaku yvang baik; dan

B} dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Perusahaan.

¢, Persvaratan Lain;!38

1] bukan penpurus Partal Polittk dan fatau calon anggota legsiatf
dan falay  anppota lemslatif, dan/atau fidak scdang
mencalonkan diri sebagad calon angpota legislatif, Calon anggota

158 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negarn Nomor PER-04 /MBLU f 06 /2020 Pasal 3 engka 3
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legislatif atau angeota legislatil terdiri dari calon/anggota DPR,
DPD, DPRD Tingkat | dan DPRD Tingkat II;

2)  bukan kepala/wakil kepala daersh dan/atau tidak sedang
mencalonkan diri sebagai calon kepala fwakil kepala daerah;

3]  berusis tdak melebihi 58 (lma puluh delapan] tahun ketika
akan menjabat Direlosi;

4] tdak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota
Dewan Komisaris pada BUMN, anggota Direks: pada BUMN,
Anak Ferusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali
menandatangani surat pernyvataan bersedia mengundurkan diri
dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai angpota Direlesi;

2] tidak sedang menduduki jabatan vang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
angeota [hreksi, kecualh menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih
sebagar anggota Direks:;

6] tidak menjabat sebagai anggola Direksi pada Perusahasn
selama 2 (dua) periode berfurat-turat;

71 memilika dedikasi dan menyvediakan waktu vang culup untuk
melakukan tugasnyva yang dinyatakan dengan surat permyataan
yvang bersangkutan;

8] sehat jasmani dan rohani |bdak sedang menderita suatu
penyvalkil vang dapal menghambal pelaksanaan tugas scbagai
Direksi], yvang dibuktikan dengan sural keteranpan sehat dar
rumah sakit pemerintah; dan

9 memiliki MNomor Pokok Wajibh Pajak [(NPWF dan telah
melaksanakan kewajiban membayar pajak sclama 2 [dua) tahun

terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribaci.

2. Keanggotaan Direlsi
a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya
disesuailkan dengan kebutuhan Perusahaan.
b. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota

Direksl, seorang di antaranya diangkat sebagat Direktur Utama, dan
apabila diperfuken dapat dianghkat seorang Wakil Dircktur Utama. 150

c. Angeota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. %7
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan
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wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara
Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Direlesi. 154

2. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anpgpata Direlisi Perseroan
lowong, maka: 159

1)

2]

3]

4

dalam waktu paling lambat 30 (tga puluh) har setelah tegadi
lowongan, haras diselenggarakan EUPS untuk mengisi jabaian
anggeta Direksi vang lowong tersebut;

selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengsi jabatan
angpota Direksi vang lowong, maka Dewan Komisaris menunjuk
salah seorang anggota Dircksi lainnya atau RUPS menunjuk
pihak lain angpota Direksi vanpg ada untulk sementara
menjalankan pekerjaan anggota Direkst vang lowong tersebut
dengan kekuasaan dan wewenang vang sarma;

dalam hal jabatan ita lowong karena berakhirnya masa jabatan
dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong,
maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut
dapat ditetapkan olch RUPS untuk sementara menjalankan
pekerjaan  angpota Direksi yang lowong tersebut  dengan
kekuasaan dan wewenang vang sama; dan

bagi pelaksana tugas anggota Direksi vang lowong selain
anggota Direksi yvang masih menjabal, memperolel gaji dan
tunjangan [ fasilitas yang sama dari Direksi yvang lowong
terscbut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

£, anggota Direlesi dilarang rangkap jabatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. 160

3. Masa Jabatan Chireksi

a. masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 {lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 [satu] kali masa jabatan. 14

b. jabatan anggeta Direksi berakhir apabila; o2

1)
2}
3)
4+

meninggal dunis;
masa jabatannya berakhir;
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau

tidak lagi memenuhl persvaratan sebagal anggota Direksi
berdasarkon keientuan anggaran dasoar dan kKeleniuan
peraturan perundang-undangan.

¢. RUPS dapat memberhentikan jabatan anpggota Direlsi sewalitu-
waktu dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya, @2
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d. pemberhentian anggota Direlcsi sebagaimana dimaksud pada huruf
¢, dilakukan apabila berdasarkan kenvataan, anggota Direksi vang
bersangkutan; 164
1l  tidak dapat memenuhi kewapbannyva yang telah disepalati

dalam kontrak manajemen;

2 tidak dapal melaksanakan tugasnya dengan baik;
d]  tdak melaksanakan kelentuan  peraturan  perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,

4] terlibat dalam tindakan wvang merugikan BUMN dan/atau
keuangan negara;

5] melakukan tindakan wvang melanggar etika  dan/atau
kepatutan;

6] dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan  yang
mempunyai ketentuan hukum yvang tetap; atau

7]l  mengundurkan dir.

e,  selain alasan pemberbientian Direksi sebagaimana dimaksud pada
huraf d, Direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang
dinila tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, 165

. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
Dewan Komisaris, apabila mercka bertindak bertentangan dengan
Angparan Dasar, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan
atau melalaikan kewajibannysa atau terdapat alasan yang mendesak
bagl Perusahaan, denpan memperhatikan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar, /66

E seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannva
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnva
tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan RUPS, Dewan
Komisaris, dan Direksi Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduoran  dinnya. Apabila dalam surat
pengunduran diri disebutkan tanggal efeltil kurang dari 30 (tiga
puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak
menyvebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 167

h. bag anggota Direks: vang berhenti sebelum maupun setelah masa
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia,
meka yang bersanghutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas tindaken-tindakannya VAng belum diterima
pertangsungjawabannya oleh RUPS 168
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B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi
1. Tugas

A,  Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan Perusahaan untulk kepentingan Perusahaan dan sesus
dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan
bailk di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimansa diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar,
dan/atan Keputusan RUPS. %

b,  Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahman, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan
tanggung jawab sosialnva serta memperhatikan kepentingan dari
berbagai Pemanglku Kepentingan (Stakeholder) sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '™

¢. salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai
penanggung jawab dalam pencrapan dan pemantauan tata kelola
Perusahaan yang baik di Perusahaan. 171

d.  Direksi hatus menvampakan nformasi  mengenal  dentitas,
pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak
Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan
lain, termasuk rapat-rapat vang dilakukan dalam 1 {satu) tahun buku
termasule rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan
Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan /atau tunjangan lain yang ditenima
dari Perusahaan dan Anak Perusahaan dan/atan Perusahaan
Patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, '™

¢. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenal kepermnilikan
sahamnya dan/atau keluarganva (istri/suami dan anak-analmya)
pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap
perubahannya. v

L. tupgas Direksi ditetapkan dalam surat keputusan tentang penunjukan
Direksi dan/atau berita acara RUPS/ pelantikan Diceksi 74

&, Wewenang'’s
. menetapkan kebijakan kepenpurusan Perusahaan.

b. mengatur penverahan kelkuasaan Direksi kepada seorang atau
beberapa orang anggota Dircksi untuk mengambil keputusan atas
nama Direksi atau mewakili Perusshasan di dalam dan di luar
pengadilan,
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cl.

mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada secrang atau
beberapa orang pegawal Perusahaan baik sendiri-sendini maupun

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan
di dalam dan di luar pengacdilan.

mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan
termasuk penctapan gajl, pensiun atau jaminan han fua dan
penghagilan lain bag pegawal Perusahaan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan ketentusan penetapan gaji,
pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pepawal
Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Keputusan RUPS,

mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan
kepegawaian Perusshaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mengangkat dan memberhentilian Sekretaris Perusahaan,

melakukan segala tndakan dan perbuatan lainnva mengenai
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengilkat
Perusahaan dengan pihak lain dan/atau  pihak lain dengan
Perusshaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar
pengadilan  tentang segala hal, dan scgala kejadian, dengan
pembatasan-pembatasan  scbagaimana diatur dalam  peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3. RKewajiban

a.

Dircksi memililkd kewajiban untul:t™

1) mengusahakan dan menjamin terlaksananva usaha dan
kepatan Perscroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta
kegiatan usahanya;

2} menyiapkan pada waktunya RJIPP, RKAP, dan perubahannya
gerta  menyvampaikannya kepada Dewsn  Komisaris dan
Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan EUPS;

3]  memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan
REAR;

4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
RUPS, dan Hisalah Rapat Dircls;

5]  membuat laporan tahunan sebagal wujud pertanggungiawaban
pengurusan  Perusahasan, serta dokumen  keuangan
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai dokumen Perusahaan;

i) menyusun Laporan Keuangan berdazarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan menyverahkan kepada Akuntan Publik untuk
diandit;

7]  menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan
kepada RUPS untuk disetujui dean disahlkan;
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Bl memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan
Tahunan;

9]  menyampatkan neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan laporan
laba rugi (Laba Rugi Komprehensif) vang telah disahkan oleh
RUPS kepada Menten yang membidangi hukum dan hak asasi
manusia sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

0] menvampatkan laporan perubahan susunan Pemegang Saham,
Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang
membidangi hukum dan hak asasi manusia,

11) memebhara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah
RUPS, risalah rapat Dewan Komisans, risalah rapat Direksi,
laporan  tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan
dokumen Perusahaan lainnya;

12] menvimpan i tempal kedudukan Perusahaan, Dafiar
Pemegang Saham, Dafiar Khusus, Risalah RUPS, risalah rapat
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan
dan dokumen keuangan Perusahaan serta  doloumen
Perusahaan laannyas;

13) menvusun sistem akuntans: sesual dengan standar akuntansi
keuangan dan beérdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern, terutama funpgsi  kepengurusan, —peéncatatan,
penyimpanan, dan pengawasan;

14} memberikan laporan berkala menwrut cara dan waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap
keali dimanta oleh Dewan Komisaris dan /atau Pemegang Saham;

15) menviapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan
perincian dan tugasnya;

16) memberikan penjelasan tentang segala hal vang ditanvakan
atau vang diminta anggpota Dewan Komisaris dan para
Pemegang Saham; dan

17) menjalankan kewsjiban-kewajiban lainnya sesual dengan
ketentuan anggaran dasar dan yvang ditetapkan oleh RUPS
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimeksud pada haraf
a, Dircksi melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (Good
Corparafe Governance] sebagai beriliui:

1] Direksi berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan
secara berkelanjutan yaitu: 77
| menetapkan pedoman tata kelola Perusahaan yang bailk;

dan
b menetapkan pedomean perilaku.
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2y Direksi melaksanakan pedoman tata kelola Perusahsan dan
pedoman perilaku, yaitu: |78
al menetapkan Direktur Utama sebagal penanggung jawab
dalam penerapan dan pemantavan tata  kelola
Perusahaan wvang baik, dan menetapkan Selretaris
Perusahaan secbagai pengelola tata kelola Perusahaan
vang baik, dan
k) tupas penangpung jawab, sebagai berikut:
i. menvusun rencana kera yang diperlukan untuk
memastikan Perusahaan memenuhl  Pedoman
Penerapan Tata Kelola Perusahaan vang Baik pada
BUMN dan peraturan perundang-undangan
lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-
prinsip GCG yang dikelola fungsi Seckretaris
Prrusahaan;

i. memantay dan menjaga agar kegiatan usaha
Perusahaan tidak menyimpang dan ketentuan vang
berlaku, yang dikelola Satuan Pengawasan Intern;

i, memantau dan menjaga Kepatuhan Perusahaan
terhadap selurubh perjanjian dan komitmen vang
dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga, vang
dikelola divisi terkait dan GRC and Legal Division;

v, menciptakan  situasi  yvang kondusif untuk
melaksanakan pedoman tata kelola Perusahaan
vang baik, di antaranya menandatangani komitmen
untuk mematuhi pedoman perilaku  dan
memastikan seluruh pegawal menandatangani
secara herkala.

3) Dircksi melakukan penguluran terhadap penerapan tata kelola
Perusahaan vang baik, vaitu: 17
H) melakukan asesmen terhadap pelaksanaan tata kelola
Perusahaan yang balk dan ulasan secara berkals; dan
b} memasukkan pelaksanaan tata kelola Perusahaan vang
baik dalam indikator kinetja utama [(key performance
indicatory vang dituangkan dalam kontrak manajemen;
4] Direksi memastikan adanva koordinasi pengelolasn  dan
administrast LHKPN, yaitu; 120
al menetapkan kebyekan lkepatuhan pelaporan LHEPN;
dlan
b memastikan wajib lapor Perusahasn memahami dan
melaksanakan kebijakan tentang kepatuhan LHKPN;
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5] Direksi memastikan adanya program pengendalian gratifileasi,

}rmm: 1al

aj menctapkan kebijakan pengendalian gratifikasi;

b melaksanakan upaya meningkatkan pemahaman
terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi; dan

el melaksanakan pengendalian gratifikasi;

6]  Dhreksi memastikan adanya kebijakan atas sistem pelaporan
atas dugasn penyvimpangan/pelanggaran pada Perusahasm,
vaitn: 182
& menetapkan kebjjakan tentang pelaporan atas dugaan

penyimpangan (whistleblowing system|;

by melaksanakan kegiatan memberikan pemahaman atas
kebijakan tentang pelaporan atas dugaan
penyimpangan; dan

¢ melaksanakan kebijakan pelaporan  atas  dugaan
penyimpangan;

71 Dareksi melaksanakan program pelatthan /pembelajaran secara
berkelanjutan, yaitu; 183
al Direksi yang bara diangkat mengikuti program

pengenalan yvang diselenggarakan oleh Perusahaan; dan

by) Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meninglkatkan kompetensi  anggota Direksi  sesuai
kebutuhan;

#) Direksi melakukan pembagian tugas, fungs, wewenang, dan

tanggung jawab secara jelas, 184

al Dreksi menetapkan struktur organisasi vang sesuai
dengan kebutuhan Perusahaan,

[=]] Direksi menctapkan kebijakan-kebijakan operasional
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proscs
bisnis it (core business) Perusahaan dan proses bisnis
launnya, sebapa berilout:

i. menetaplan pedoman penyusunan  Standar
Dperasional Prosedur [SOF), termasuk pedomann,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-
fain;

iti, memastikan seluruh  proses  bisnis  terdapat
Standar Operasional Prosedur (S0PF) scbagsi
panduan melaksanakan kepratan Perusahaan; dan

iii. meninjau dan  menyempurnakan  Standar
Operasional Prozedur (S0P} secara berkala,
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minimal ketika ada peraturan  perundang-
undangan baru vang terkait;

c) Direksi menetapkan mekanisme pengambilan
keputusan atas tindakan Perusahaan sesuai ketentuan
peraturan penandang-undangan dan tepat waktu, yaitu:

i.  pengambilan keputusan melahii rapat Direksi;

ii. pengambilan keputusan melalui di luar rapat
(melalui sirkuler dan lam-lain);

ii. standar waktu pengambilan keputusan ditetaplan
sejak  usulan tindakan  beserta dokumen
pendukung  dan  informasi lainnya lengkap
disampaikan dalam rapat Direksi atau secara
tertulis untuk keputusan sirkuler. berdasarkan
tingkat kesegeraan  pengamhbilan  keputusan
Direksi, antara 7 (tujuh| hari |baik) dan sampai
dengan 14 (empat belas| han (cukup); dan

w. keputusan Dhreksi harus sudah dikomunikasikan
kepada tingkatan orgamsas: di bawah Direlesi yvang
terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7
{tujuh) hari sejal disahkan /ditandatangani;

9] Dircksi menyusun perencanaan Perusahaan, vaitu; 88

al Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan
vang disahkan olech RUPS;

b Dhreksi memiliki rencana  kega dan anggaran
Perusahaan vang disahkan oleh RUPS;

(| Diireksi menempatkan pepawal pada semua tingkatan
jabatan sesual dengan spesifikasi jabatan dan memaliki
rencana  suksesi untuk  seluruh jabatan dalam
Perusahaan;

dj Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang
bismis yang berpotensi  meningkatkan pendapatan
Perusahaan, penphematan fefisiens Perusahaan,
pendayvagunaan aset, don manfaai lainnya, melaluai
mekanisme berikut:

i, Direktorat pengusul melakukan kajian atas
peluang hisnis;

ii. telash pelueng bisnis dari risiko bisnis dan risiko
hukum serta risiko lain vang terkait;

i. pengajuan usulan peluang bisnis yvang sudah
ditelaah disertai alternatif kesimpulan dalam rapat
Direlsy;

iv. pembahasan dalam rapat Dircksi; dan

V. penetapan respon atas usalan peluang hignis.

15 Jurat Keputusan Sehretans Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16,/8.MBU J2002 Paramerer 89,
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e Diirelssi merespon isu-isu lerkini darn  eksternal
mengenai  perubahan lingkungan bisnis dan
permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan,
melalul mekanisme berilout:

1. Ihrcktorat terkait melakukan kajian isu-isu vang
berdampak signifikan  bagi  Perusahaan dan
permasalahannya beserta kajian dampaknya;

i, Direktorat terkait mengajukan usulan alternatif
tindakan untuk menindaklanjuti isu-isu tersebut
beserta risikonya ke rapat Direksi atau mekanisme
pengambilan keputusan lainnya;

iit,  pembahasan dalam rapat Direksi atau mekanisme

lain; dan
iv. penetapan respons atas isu-isu  terkini  dan
permasalahannya.
10} Dareksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan,

vaitu: 156

al Direksi melaksanakan program /kegiatan sesual dengan
rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan menpambil
keputusan vang diperlukan melalui analisis vang
memadai dan tepat walctu;

b) Direksi memibki sistem/pedoman pengukuran dan
penilaan kinerje untuk unit dan jabatan struktural
dalam orgamsasi vang diterapkan secara objektl dan
transparan;

cl Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan rencana
kerja dan anggaran Perasahaan dan diturunkan secara
berjenjang di tingkat unit, subunit, dan jabatan
struktural di dalam organisasi;

d) Direksi melakukan analisis dan evaluesi terhadap
capaian kinerja untuk jabatan funit-unit di bawah
Direksi dan tingkat Perusahaan:

€] Direksi melaporkan pelaksanaan sisterm manajemen
kinerja kepada Dewan Komisaris, di antaranva:

i. laporan pEnCcapaian kinerja ~ Perusahaan
berdasarkan target kolegial Direksi;

i, laporan pencapaian kinerja masing-masing
Direktorat  beérdasarkan kontrak manajemen
masing-masing Direlksi;

iil. laporan disampaikan ke Dewan Komisaris setiap
bulan paling lambat tanggal 20 bulan berilkutnya;

fl Dircksi menyusun dan menvampaikan kepada RUPS
tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi;

1 Surat Keputusan Sekretaris Bedan Usahe Milik Negare Nomor SK-16/S MBU /2012 Parameter 94,
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El Direksi menerapkan sistem tentang teknolom informasi
sesual dengan kebijakan vang telah ditetapkan;

I Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk
dan pelayanan;

1l Direkisi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang
menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun
luatitas barang dan jasa tersebut;

1 Direksi mengembangkan sumber daya manusia, menilai
kinerja dan memberikan Remunerasi yang lavak, dan
membangun lingkungan sumber daya manusia yvang
efelkuil mendukung pencapaian Perusahaan; den

k) Direksl menerapkan kebijakan pengaturan untuk Analk
Perusahaan dan/fatau Perusahaan Patungan;

11) Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan
terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan,
yaitu; 187
a) Direksi menerapkan  kebijakan akuntansi dan

penvusunan laporan keuangan scsual dengan Standar
Alkuntansi Kevangan (SAK) vang berlaku uwmum di

Indonesia,;

) Direlsi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan vang telah ditetapkan;

C) Dircksi menectapkan dan menerapkan  sistem

pengendalian interm untuk melindungi mengamankan
investas: dan aset Perusahaan: dan

d) Direlesi menindaklanjuti  hasil pemeriksasn Satuan
Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal;

12) Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar, yaitu; 182
a) Direksi  menetapkan  mekanisme untuk menjaga

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dan perjanjian dengan pihak ketiga, scbagai heriloat:

i komitmen dari pimpinan;

ii. menentukan penanggung jawab;

iii. identifikasi potensi pelanggaran;

iv. skema pengawasan vang efeltil

v. mekaniame pelaporan intermnal (WBS);

vi. pemantausn dan audit; dan
vil. penvesualan peraturan Perusahaan secara berkala.

b Direlsi memastikan Perusahaan menjalankan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan
perjanjian dengan pihak leetipa;

BT Surat Keputuesn Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Noeosr SE-16/8 MBU /2012 Parmmeler 105,
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13) Dureksi melakukan hubungan wvang bermilai tambah bag
Perusahaan dan Pemanglu Kepentingan |Stakeholders], yaitu!
189
al petaksanaan  hubungan dengan pelanggan, sebagai

berikut:

i, memenuhi  hak-hak  pelanggan, keamanan,
keselamatan dan  kesehatan pelanggan sesuai
peraturan perundang-undangan;

i, menyvediakan kontak pelanggan untuk menerima
umpan balik dan menindaklanjuti keluhan.
) pelaksanaan  hubungan dengan  pemasok,  sebagat
berilout:

i, menycleksi pemasok  secara  adil  berdasar

persyaratan vang jelas dan terukur;
it, melakukan aseamen pemasok berdasar pencapaian
QCDS |qualily, cost, delivery, sermce);
iii. memenuhi hak-hak pemasok, termasuk
pembayaran kepadas pemasok sesuai perjanjian.
(| pelaksanaan hubungan dengan  kreditur;, sebagai
berikut:

i, melindungi hak dan kepentingan kreditur, antara
lain pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesual
perjanjian, menpungkapkan informasi. sccara
transparan, akurat dan tepat wakiu, serta jaminan
Perusahaan untuk melakulkan sesustu atau tidak
melakukan sesuaiu untuk melindung: kepentingan
kreditur sesual perjanjian;

ii. memastikan ketepatan dalam penggunaan dan
penyediasan dananya.
e} pelaksanaan kewapban kepada Negara, schagai berikut;

i. menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan
tepat walitu;

ii. pembayaran kewajiban pajal tepat waktu;
iii. penyampaian dokumen kewajiban pada regulator

tepat wakiu,
) pelaksanaan hubungan dengan karvawan Perusahaan;
i) menetapkan  prosedur  tertulis menampung dan
menindaklanjuti keluhan-keluhan Pemanghku
Kepentingan (Stakeholders); dan
El upaya untuk meningkatkan mnilan Pemegang Saham

secara konsisten dan berkelanjutan;

= Surat Keputusan Sckretaris Badan Usaha Milik Negara Momor SK-16 /5 MBLU /2012 Parameter 111,
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14) Direksi memantau dan  mengelola  potens: benturan
kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi,
yaitu: 190
al Dhrelesi menctapkan kebijakan teritang mekanisme bagi
Direlest  dan pejabat  struktural untuk mencegah
pengambilan keuntungan prnibadi dan pihak lamnya
disebahlian benturan kepentmgan; dan

{511 Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah
benturan kepentingan;

15) Direksi memastikan Perusahaan melaksanakoan keterbulaan
informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan penyampaian informasi kepada
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu, yaitu: 1

al Direlesi melaporkan informasi-informasi yang relevan
kepada Pemegang Ssham dan Dewan Komisaris, di
antaranya;

i Direksi menyvampaikan laporan manajemen
triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan
kepada Dewan Komisaris tepat waliu  yaitu
schelum  batas waktu penvampaian kepada
Pemegang Saham;

1, penyampaian laporan manajemen diserahkan tepat
walkiu (laporan manajemen triwulanan diserahlkan
paling lambat 1 {satu) bulan setelah beralkhirnya
trivnilanan  yvang bersanglutan dan laporan
mangjemen tahunan 2 bulan diserahkan setelah
berakhirnya tahun  buku) kepada Pemegang
Saham; dan

11, penyampaian laporen tahunan kepada pemegang
Saham paling lambat 5 (lima] bulan setelah tahun
bulu berakhir,

B Direksi memberikan perlakukan yang sama (faimess)
dalam memberikan informasi kepada RUPS dan anggota
Pewan Komisaris;

lb) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat

Dewan Komisarns sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yaitu:

al Direksi memiliki pedoman tata tertib Kapat Direksi,
minimal mengatur elika rapat dan penvusunan risalah
rapat, evaluasi lindak lanjul hasil rapat sebelumnya,
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serta pembahasan atas arahan, usulan, dan/fatau
keputusan Dewan Komisaris;

(1] Direksi  menyvelenggaralan rapal  Direksi  sesuai
kebutuhan, paling sedikit 1 (satu] kali dalam setiap
bulamn;

) Anggota Direksi menghadird setiap rapat Direlsi maupun

rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, jika tidak
dapat hadir yang bersanghutan harus menjelaskan
alasan ketudakhadiran;

e} Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
keputusan hasil rapat sebelumnya; dan
&) Direkai menindaklamuti arahan, danfatau keputusan

Dewan Komisaris;
17} Direksi menyelenggarakan pengawasan intern vang berkualitas

dan efelctif, yvaitu; 193

al Direksi menetapkan piagam pengawasan intern;

B Direksi memastikan Satuan Pengawasan Intern atau
fungsi audit mternal dilengkapl dengan faktor-faktor
pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya;
dan

) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan
intermn  untuk memberikan nilai  tambah dan
memperbaikd operasional Perusahaan,

18) Direksi menyelenggarakan fungsi Sckretaris Perusahaan yang

berkualitas dan efeletf, yaitu: 194

al Direksi memastikan Seckretaris Perusahaan dilengkam
dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan
pelaksanaan tugasnya;

b) Direksi memastikan Sekretaris Perusahaan
menjalankan fungsinya; dan

) Direksi mengevaluasi kualitas fungsi  Sekretaris
Perusahean;

19} Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 19%
a) Direksi  menyelenggarakan RUPS  sesuai  dengan
prosedur vang ditetapkan dalam angparan dasar dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, ili
anfaranya:
1. RUPS pengesshan/persetujuan rencana  jangka
panjang Perusashaan dilaksanakan seclambat-
lambatnya dalam waktu 60 {(enam puluh) han

= Bursl Kepulusan Sekretanis Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/5.8MBU 2012 Parameter 128,
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actelah  diterimanya rancangan RJFP  secara
lengkap atau sebelum periode rencana jangka
panjang Perusahaan berikutnya berjalan;

it. EUPS untuk pengesahan/persetujuan rencana
kerja anggaran Perusahsan dilaksanakan paling
lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran
berjalan; dan

iii, RUPS untull pengesahan laporan tahunan
dilaksanakan paling lambat 6 (enam| bulan setelah
berakhirnya tahun buku yang lampatl.

b) Direksl menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan
informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan
RUPS agar dapat melaksanakan  hak-haknya
berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan;

2] Dareksi memastikan Perusahasn menvediakan informass
Perusahaan kepada Pemanglu Kepentingan [Staekeholders),
yait;
al Direksi menetapkan sistem dan prosedur penpendalian

informasi  Peruashaan dengan tujuan untuk
mengamankan informasi Perusahaan yang penting; dan

b} Direksi memastikan tmgkat kepatuhan Perusahaan yang
memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi
Perusahaan:

21) Direksi memastikan Perusahaan menyvediakan bagi Pemanglu
Kepentingan |Stakeholders) alses atas informasi Perusahaan
yang relevan, memadal, dan dapat diandalkan secara tepat
walktu dan berkala, yaitu:

a) terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar
dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, dan cara sederhana;

1] situs Perusahaan memublikasikan Kkebijakan dan
informas penting Perusahaarn;

Cl Perusahaan  menyvediakan media lain  untuk
mengomunikagikan  kebijakan  informasi penting
Perusahasn;

dj informasi vang disediakan dalam situs web Perusahaan

dimutalkhirkan secara berkala: dan

| tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan
nformast penting Perusahaan yvang disediakan dalam
situs webh Perusahasn;

22) Dhireksi memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi
penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) laporan tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian
laporan tahunan termasuk anggaran dasar;
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bj laporan tahunan memuat mengenai ikhtisar data
kcuangan penting,

i} laporan tahunan memuat laporan Dewan Komisaris dan
laporan Direlosi:

cf laporan tahunan memuat profil Perusahasn secara
lengkap;

) laporan tahunan memuat bagian tersendiri mengenai
analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja
Perusahaan;

fy laporan tahunan memuat pengungkapan praktik tata
kelola Perusahaan yvang baik; dan

& laporan tshunan memuat bagian tersendin mengena

laporan keuangan.

. Hak Direksi
Hak anggota Direksi antara lain:

1. menerima gaji dan tunjangan /fasilitas termasuk santunan purnajabatan
yang jenis dan jumlahnya ditctapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan;i9e

2. menerima tanticm apabila Perusahaan memperoleh keuntungan vang
besarannya di tetapkan oleh RUPS;

3. mengrunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untulk kegiatan yvang
berhubungan dengan kepentingan Perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan Perusahaan;
memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan vang berlaku; dan

2, anggota Dircksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitehukan seécara teriulis mengenal maksudnya tersebut kepada
Perseroan dengan tembusan kepada Pemepang Saham, Dewan Komisaris
dan anggota Direks Perseroan lamnnya paling lambat 30 {tiga puluh) han
sehelum tanggal pengunduran dirinya.

D, Tanggung Jawab Direksi

1. Dircksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewalkili Perusahaan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dagsar, 197

2. Setiap anggota Direks: bertangepung jawab penuh secars pribadi apabila
vang bersangkutan bersalah atau lalan menjalankan tugasnva untuk
kepentingan dan usaha Perusahaan.'98

3 Anggota Direksi tidak dipertanggungiawabkan atas kerugian Perseroan
apabila dapat membuktikan:

- Anpesran Dasar Alkln Nomaor T3 Tabhun 20104 Pasal 10 avat (25)
9T Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal | acgka 5

1 Anggarnn Dossr Akin Nomer 73 Tahun 2004 Pasal 11 ayat )
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a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan
penuh tanggung jawab untuk kepentingan Persernan dan sesuai
denpgan maksud dan tujuan Perseroan:

o3 tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan

d, telah mengambil {indakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerupian terachut.

E. Eitika Jabatan

Dalam melaksanakan tupas dan fungsinya Direlkst harus senantiasa bertindak

sesual dengan nilai-nilai Perusahaan dan etika jabatan yang diatur tersendir

dalam pedoman perilaku etika |code of conduct), di antaranya sebagai berikut:

1.  Angeota Dircksi dilarang melakukan tndakan yvang mempunyal benturan
kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung
maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN
yang bersanghutan selain penghasilan vang sah, ™

2. menjaga kerahasiaan informasi, yakni:

a. Irireksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga
kerahasiaan inlormasi Perusahaan:;i01 dan

b, Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang.
undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi
rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan Perusahaan, 202

3. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain dari penghasilan
yvang sah,

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direlesi harus mematuhi anggaran dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian,. akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 03

5, Direksi memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya
perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan

6.  Dalam berperilaku sehari-hari, Direltsi harus memilild sikap setia dan taat
acpenuhnya keépada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemenntah. 2™

48 Porgturan Mentert Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-O1 /MBU /2011 Pesal 23
1 Peraturan Menteri Badan Usalia Millk Negara Nomaor PER-01 /MBU 2011 Pasal 33 ayas (2)
2 Peraturan Menlerl Badan Usaba Milik Negam Momor PER-OL MBL 2011 Pasal 33 ayat (3)
3 Anggaran Dasar Akta Nomes T3 Tahun 2004 Pasal 11 avat [4)
4 Perpiuran Pomeriniah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 174
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F. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi

1.. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan,
apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud
telah disetujui oleh rapat Direlosi 2t

2, Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
hal mana tidal perlu dibukiikan kepada pihale ketiga, malka salah seorang
anggota Direksi vang ditunjuk secara tertulis oleh Direltur Utama
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan
tugas-tugas Direktur Utama. 208

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
Direkst vang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama 207

4.  Dalam hal terdapat lebih dari 1 (salu) orang anggota Direksi vang terlama
dalam jabatan, maka angpota Direksi yang terlama dalam jabatan dan
vang tertua usia yang bersenang bertindak untuk dan Atas nama Direlsi
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama, 20

5. Dalam hal salah scorang anggota Dircksi selain Direktur Utama
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pithak ketiga, maka angpola-angpota Direkst lainnya menunjuk
sdlah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota
Direksi vang berhalangan tersebut.

. Direksi dalam mengurus Perusahaan melaksanakan petunjuk vang
diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 20

G, Waktu Kerja Direlosi
1. waktu kerja Direksi mengikuti hari kerja Perseroan vaitu hari Senin
gampal dengan Jumat ataw 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
2. schap anggota Direksi harus selalu ada pada waktuo kerja untuk

melaksanakan tugasnya di Perusahaan atau pada setiap saat di mana
Periigahasan membutuhlan,

3. |ketidakhadiran anggota Direksi karena ijin, cuti, atau menjalankan
perjalanan dinas luar negen wapb disampaitkan untuk ditetapkan
pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas.

25 Anpparan Dasar Akta Namor 73 Tahin 20048 Pasal L1 ayai (17)
on Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahwn 2004 Pasal 11 ayat (18}
A Angeavan Dasar Akta Nomor 73 Tahun 20014 Pasal 11 avat (19}
M0 Angparan Desar Aktd Noemor 73 Tabun 20104 Pasal 11 ayat (20§
W Angaran Dasar Akta Nomor 73 Tehun 2004 Pasal 11 ayat {21}
M0 Anpparan Dasar Akis Nomor 73 Tahon 2004 Pasal 11 ayat {24)

b
Ststiur dusngda i A o H Juanda | ﬁ =G Bl 0y JO35 n Bcommuterling n CIETaTETny i g Feaw Koo bl m‘l 2]
Jetigria Pusal- 1125, INDOSESLA & prvan Jacma ) Bsommuterline ) commater channel S commutercore@ koo, id it

Y T




H. Penggunaan Saran Profesional

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seseorang atan lebih sebagai waldl atan kuasanva, dengan
memberikan kepadanya atau kepada mercka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut vang diatur dalam surat kuasa. Dalam penggunaan saran
profesional tersebut dibebankan biaya Perusahaan dengan ketentuan sebagai
berikt: 11

1. pengrunaan saran profesional berdasarkan kebutuhan Perusahaan;

2, penggunaan saran profesional oleh masing-masing anggota Direlsi
dimungkinkan dengan ketentuan:

#. dalam batas-batas efisiensi dan efektivitas;
b. dilengkapi dengan panduan yang berisi:
1) rmuang ingkup pekerjaan (job description);
2)  spesifikasi pekerjaan (job specification);
3) wewenang dan tanggung jawab; dan
4) mekanisme pelaporan dan pertangpungjawaban.
3, penggunaan saran profesional tidak dapat dilakukan pada kasus di mana
anggota Direksi yang bersangkulan mempunyai benturan kepentingan;
dan

4. penggunaan kebijakan penggunaan saran profesional dilaporkan kepada
Dewan Komisaris.

l.  Rapat Direksi?!?

1. rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling sedikit 1 [satu) kali
dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang
Dewan Komisaris, 253

ko

segala keputusan Dircksi diambil dalam rapat Direksi.

3. Lkeputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh
angpota Dircksl setuju tentang cara dan maten yvang diputuskan.

4. dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani
oleh ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direlsi yang hadir, vang
berisi hal-hal Varg dibicarakan [termasuls pernyataan
ketidaksetujuan / dissenting opinion angpota Direksi jika ada) dan hal-hal
yvang diputuskan. Satu salinan risalah rapat Direksi agar disampailcan
kepada Dewan Komisaris untuk diketahui,

2. penyelengparaan rapat Direks dapat dilaltukan setiap waktu apabila:

a. dipandang perlu oleh seorang atau lelnh anggota Direlosi;

. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih enggota Dewan
Komisaris; atau

AL Angparan Deesr Akts Nomor 73 Tahun 2004 Pasal 11 ayat |25]
A Anggaran Dasar Akta Momor 73 Tehun 2014 Pasal 12
213 Peraturan Menter Badan Usaho Milik Megira Nomor PER-01 /MBU /2011 Pasal 24
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€. alas per.mintaan tertulis dari 1 [satu) erang atau lebih Pemegang
Saham vang bersama-sama mewakili 1/10 {satu per sepuluh] atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan
Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

7. pangglan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi vang
berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat 3 |tiga) han sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang
lebih  singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungken tanggal panggilan dan tanggal rapat.

8. dalam surat panggilan rapal harus mencantumkan acara, tanggal, waktu,
dan tempat rapat.

9, panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggot
Dircksi hadir dalam rapat.

10, rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikal
apabila dihadiri oleh lebih dan 1/2 [satu per dua) jumlah anggota Direksi
atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 9.

11, dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Dircksi atau wakilnya yang sah, hadir
dan menyetujui penambahan mata acara rapat,

12, semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

13, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direks
dipimpin olch salah seorang Direkiur vang terlama dalam jabatan sebagai
anggota Direlesi yvang memimpin rapat Direksi.

14, dalam hal Direktur vang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan lebih dan 1 {satu), maka Direktur sehagaimana dimaksud dalam
angka 13 yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat
Direls:,

15, untuk membenkan suara dalam pengambilan keputusan, seorang angenta
Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk

keperluan itu.

16, seorang anggota Dircksi hanya dapat mewakili scorang anggota Direksi
lainnya

17,  semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk
mufakat.

I8. dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musvawarah mufakat,
maka kepulusan diambil dengan suara terbanyak biasa,

19, sefiap anggota Direks: berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, dan tambahan
I {satu) suara untuk anggota Dircksi vang diwakilinya,

20, apabila jumlah suara vang setuju dan yang tidak setuju sama hanyvaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sesual dengan pendapat ketua rapat
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban,

21. dalam hal usulan lebih dari 2 {dua} alternatif dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternatifl dengan suara lebih dari 1/2 [satu per
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dual bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
schingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dan 1/2 (satu per dua)
bagian dan Jumlah suara yang dikeluarloan.

22, suara blanko [abstain) dianggap menyetujui usel vang diajukan dalam
rapat.

23. suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

24, setap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik
vang bersangkulan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Dircksi
tersebut, 214

23. rizalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke selurubh Direlosi
maksimal selambat-lambatnyva 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai
dilaksanakan,

26. rizalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala
sesualu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi
tidak terbatas pada pendapat-pendapat vang berkembang dalam rapat,
baik pendapat vang mendukung maupun vang tidak mendukung atau
pendapat yang berbeda serta alasan kebidakhadiran anggota Direlosi,
apabila ada.

27, rnisalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan oleh Perusahaan.

28. laporan tabunan Perusahaan harus memuat jumlah rapat Direksi dan
jumlah kehadiran masing-maging anggota Direlesi,

J.  Independensi (Kemandirian) Direlts:

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan

socara keseluruhan, maka independensi Direlsi merupakan salah satu faktor

penting vang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan

ketentuan sebagal berikut:

1.  selain Direksi, pihak lain mana pun dilarang melakukan atau campur
tangan dalam pengurusan Perusahaan;

2, Direlktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu
independensinya dalam mengurus Perusahasn; dan

= 8 Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektf, tanpa
benturan kepentingan dan bebas dari segara tekanan darl pihak mana
pun.

K. Program Pengenalan Dircksi

1.  Angpota Direlesi yang baru dianglkat, wajib diberikan Program Pengenalan
mengenal kondisi Perseroan agar dapat memahami tugas dan tanggung

At Perpiuran Menter Badon Usaho Milik Negara Nomor PER-0] /MBLUSZ01 ] Fasal 24
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jawab sebapgai Anggota Dircksi, proses bisnis Perusahaan, serta dapal
bekerja selaras dengan organ Perusahaan lainnya.

2,  penyelenggaraan program  pengenalan tersebut merupakan tanggung
jawah Sekretaris Perusahaan.

3. program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-
kurangnya mencalup:

a. pelaksanasan prnsip-prinsip  Good Corporate Governance  di
Perusahaan;

+ keterangan mengenal tugas, tangeung jawab dan kewenangan Direksi
berdasarkan peraturan-peraturan vang berlaku;

¢.  gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan
hingkup kegiatan, kinega keuangan dan operasi, strategi, rencana
usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko,
pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnyva;

d. keterangan berkaitan dengan kewenangan yveang didelegasikan, audit
internal dan eksténal, mstem dan kebijakan pengendahan internal di
Perusahaan;

¢.  keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak
Direlsi dan Dewan Komisaris;

[ pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di
lingkungan Perusahaan serta masvarakat;

E. ream building dimana dalam kegiatan mi menyertakan Direksi, baik
vang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

4, program pengenalan dapat berupa presentasi, periemuan, kunjungan ke
kantor cabang {apabila ada), ke fasilitas Perusahaan, penghajian dokumen

Perusaghaan atau program lainnya vang dianggap sesuai dengan
kebutuhan,

L. Program Peningkatan Kapabilitas Direlosi

1. Direksi dari wakm ke walktu ikut serta dalam program pelatihan guna
meningkatkan keahliannya. Perusahaan mendorong seluruh anggota
Direksi untuk mengikuti program pengembangan diri sesuai kebutuhan
melalui anggaran pelatthan vang ditetapkan setiap tahunnya.

2. peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu
memperbahani  informast  tentang perkembangan  terkini dan  core
hisiness Perusahasn, mengantisipas: masalah yang timbul di kemudian
hari bag keberlangsungan dan kemajuan Perseoran.

3.  ketentuan-ketentuan terkail program peningkatan kapabilitas bagi Direksi
adalah sebagai berilouat:

a. program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efektivitas kerja Direksi,

b. rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas
Direksi haris dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Dhreksi;
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¢, schap anggota Direksi vang mengikuti program peningkatan
kapabilitas seperti séeminar dan/atau pelatihan diminta uantuk
menyajikan presentas: kepada anggota Threks: vang lammnya dalam
ranghka berbagai informasi dan pengetahuan [sharing knowdedae);
atau

d.  Anggota Direksi vang bersangkutan bertangpung jawab untuk
membuat laporan  tentang pelaksanaan  program  peningkatan
leapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

4.  program peningkatan kapabilitas dapat berupa:

a. pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip holum korporas: dan
tpdating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kematan usaha Perusahsaan, serta teknologm informasi;

b. pengetahuan berkaitan dengan  manajemen strategis dan
formulasinva,

. pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan
yvang harmonisa dengan seluruh pemangku kepentingan untuk
memimbulkan sense of supporfing para pemangku kepentingan
terhadap eksistenst Perusahasn dalam jangka panjang;

d. pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang
efektif dalam mengelola Sumber Daya Manusia vang meliputi
tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM} di masa yvang
akan datang, tantangan perkembangan lingkungan dan egual
employment opportunity, perencanaan, seleksi dan penempatan
tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, program training dan skl
yang tepat bagi tenaga kerja, penentuan upah yang wajar, penilaian
kinerja karvawan, hal-hal yang menvanghkut keselamatan kena dan
jaminan kesejahteraan bag karyawan serta pengembangan sistem
tenaga kerja yang handal yang dibutuhkan Perusahaan dalam jangka
panjang,

e. pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan vang dapat
membawa Perusahaan menuju  visi dan misi yvang hendak
diwujudlan;

. pengetabuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan; atau

. pengetahuan terkat dengan pelaparan keuangan vang berkuahtas,

M. Ewvaluasi Kinecrja Dircksi?is

1. Direksi menyusun dan menyvampaikan kepada Dewan Komisarns mengenai
pencapaian target kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegal
Dhreksi.

2,  Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisans mengenad
pencapadan kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan tarpet-target
dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi,

15 Burst Keputussin Sehretaris Badan Usaha Milik Negama Nomor SK-16/MBLU 2012 Parameter 98
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M. Belkretaris Perusahaan®le

L. Keanggotaan Sekretaris Perusahaan:

a. Dureks: wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

b. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan
mengangkat seorang Selretaris Perusahsan.

[ ;2 Sekretaris Perusahasn, diangkat dan diberhentikan aleh Dircktur
Utama berdasarkan mekamisme internal Perusahasn dengan
persetujuan Dewan Komisaris,

d. Sckretaris Perusahaan dalam struktur organisasi berada di bawah
Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris 217

€.  Sekretaris Perusahaan dilarang rangkap jabatan.

dalam hal terjad: kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan
wagih menunjuk pengeantinya dalam jangka waktu paling lama 60
[enam  puluh) hari sejak tegfadinva kekosongan Sekretans
Ferusahaan.

2. Persyaratan Sekretaris Perusahaan, terdiri atas:3'8

a, cakap melakukan perbuatan hukum;

h. memenuhi kualifilasi pendidikan yvang ditentukan Perusahaan;

c. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, pasar
modal, manajemen keuangan, dan komunikas: Perusahaan;

il memahami kegiatan Perusahaan, dapat berkomunikas: dengan baik;
dan

¢. berdomisili di Indonesia.

Fh

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretaris Perusahaan:

a. memastikan bahwa Perusahaan mematohi peraturan  tentang
persyaratan ketérbukasn sejalan dengan penerapan pringip-prinsip
tata kelola Perusahaan vang baik (good corporate governance];21%

b memberikan informasi yvang dibutuhkan oleh Direkst dan Dewan
Komisaris secara berkala dan/atau sewakiu-wakiu apabila
diminta; =0

¢. schagal penghubung (faison officer;?2!

d. menata usahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk
tetapl tidak terbatas pada Daftar Khusus, dan rsalah rapat Direksi,
rapatl Dewan Kotnisans, dan RUFS 2

£ sehagai  penghubung antara Perusahaan dengan RUPS  dan
FPemangku Kepentingan |Stakeholder) lainnya;

Tt menvelenggarakan program pengenalan bagi anggoia Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris vang baru dianghkat;#

218 Perpturan Menteri Badan Usabhs MU Mogara Nomaor PER-OL /MBU 3011 Piaaal 20
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E.  Sekretans Perusahaan dan pegawal dalam unit kerja vang
menjalankan fungsi Sckretaris Perusahaan dilarang mengambil
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;

h. Sekretaris Perusahaan dan pegawal dalam unit kerja vang
menjalankan fungsi  Sekretans Perusahaan wajib  menjaga
kerahagiaan dokumen, data dan informasi vang bersifat rahasia
kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

i Sekretans Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;

J.  setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan
kepada masyarakat merupakan informasi resmi dan Perusahaan;
dan

k. dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk
membantu  pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus
mengikuti pendidikan dan fatau pelatihan.

4. Dircksi wajib menjaga dan mengevaliasi lualitas fungsi Sekretaris

Petusahaan 24

2. Satuan Pengawasan Intern##s

= Direksi wajib menyelengparakan pengawasan intern, vang dilakukan
dengan;

g, membeniuk Satuan Pengawasan Intern; dan
b. membuat Piagam Pengawasan Intern.

4.  Batuan Pengawasan Intern dipimpin oleh kepala Satuan Pengawasan
Intern vang diangkat dan diberhentikan oleh Dircktur Utama berdasarkan
mekanizme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris,

3. Fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berilout:

a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan penpendalian  intern,
manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan  kebijakan
Perusahman;

b. pemenksaan dan penilaian atas cfisiensi dan efcktivitas di bidang
keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi
dan kegiatan lainnya; dan

.  merupakan unit vang menjalankan lungsi pengendalian / pengawasan
intern untuk membantu manajemen dan unit-unit kerja lainnya
dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai target kinerja,

4.  Ruang bngkup Satuan Pengawasan Intern untuk memenuhi fungsi
lersebul meliputi:

a. memberikan jasa assurance, yaitu pemeriksaan bukti secara objektif
guna memberi penilaian independent tentang tata kelola, manajemen
risiko dan proses pengendalian organisasi;

4 Bural Keputusan Kementenian Badan Usaha Milik Negory SNomor 16/ MBU /2012 Parameter 133
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b, memberl jasa konsultasi, yvaitu kegiatan yang dilakukan atas
permintaan manajemen untul memberi masukan puna memberi nilai
tambah terhadap operasi perusahaan, meningkatkan proses tala
kelola, manajemen nsiko, dan pengendalian perusahaan, tanpa
memindahkan tanggung jawab dari manajemen ke Satuan
Pengawasan Intern. Dalam penugasan konsultasi, sifat dan ruang
Ihngkup pekerjaan harus didefinisikan secara jelas;

. melaksanakan audit sesuai Program Kerja Tahunan (PET) dan
melaksanakan audit khusus dan audit investgatil atas permintaan
Diarektar Utama;

d.  melakukan cvaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, peraturan perusahaan, dan peraturan lain yang berlaku;

€. mengevaluasi  efektivitas  dan  kepatuhan terhadap Standard
Operational Procedure (S0P yang berlakn untuk memberikan saran
perbaikan, baik terhadap pelaksanaan maupun desain SOP;

f. menilai apakah sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan sccara
ckonomis, efisien, efektif, serta dijaga sccara memadai;

g melakukan review terhadap laporan  keunangan unoudited
Perusahaan;

h. melakukan review terhadap Sistem Pengendalian Intern; dan

i.  memberikan pendapat dengan mempertimbangkan aspek risiko,
ekonomis, efektifitas, dan efisiensi operasi, terhadap suatu
permasalahan yang dimintakan konsultasi oleh Unit Kerja lain.

3. Batuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab untul:

g, menyusun PET dan anggaran biava unituk mendapatkan persetujuan
dari Direktur Utama dan/atau Direksi:

b. mengimplementasikan audit sesuai PET, serta melaksanakan audit
khusus dan audit mvestigatif atas permintaan Direktur Utama;

c. mewuudkan tenaga sudit yang profesional melalui pendidikan dan
pelatihan vang berkelanjutan, baik dalam teknik audit maupun
operasional Perusahaan;

d.  menguji dan mengevaluasi pelaksanaan risiko sesuai dengan
kebijakan Perusahaan;

¢. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
komersial, teknologi informasi, sarana dan prasarana asct, keamanan
dan keselamatan, serta kegiatan lainnya;

f. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyekuf tentang
legiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

g. membuat laporan hasil audit dan menvampaikan laporannya kepada

Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris Unit Pelaksana Komite
Audit:

h. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

78
Sammn Junnda G b H- deanda @ copanaananan ) Scommutssling  {f commuter line (B wewvelicl ool

deharm Pusat - #0130, INDONEELA, @ rezadansne i SBcommuterline S commuter charmal ) eommuien cweBhrlecd

L




perbaiksn yang telah disarankan oleh Satuan Pengawasan Intern
dan fatau Auditor Eksternal;

L. bertindak sebagai mitra kerja komite audit;

1 menetapkan pedoman kendali mutu dan menyusun program evaluas:
mutu hasil kegiatan audit internal;

k. melakukan kegiatan konsullasi berkaitan dengan manajemen risiko,
sistem pengendalian  internal, serta praktik Good Corportate
(ropermance (GOG) dalam upava. meningkatkan kinerja dan nilas
Perusahaan secara berkesinambungan; dan

A Satuan Pengawasan [ntern tidak dapat dimintai pertanggungawaban
terhadap hal-hal vang dikonsultasikan karena tanggung jawab
maupun keputusan vang diambil atas suatu tindalkan merapakan
wewenang penuh manajemen.

6.  Untuk mewujudkan tugas dan tangeung jawab tersebut, Satuan
Pengawasan Intern memiliki wewenang untuk:

a. mengakses scluruh informasi vang relevan lentang Perusahaan
antara lain terhadap catatan, karvawan, sumber daya dan dana, serta
asel Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau
penjelasan pada semua pejabat/pegawai vang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Setuan Pengawasan Intern tanpa
pembatasan;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan
Komisaris dan /atan Komite Audit serta anggota dari Direltsd, Dewan
Komisaris dan /atau Komite Audit;

c. menetapkan ruang lingiup audit dan menerapkan teknil-teknik
audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;

il meminta alau mendapatkan bantuan tenaga ahlifprefesional, jika
dianggap perlu, baik dari dalam maupun dari luar Perusahaan;

&, mengadakan rapatl secara berkala dan insidentil dengan Direlosi,
Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

[ melakulian koordinasi dengan auditor elksternal dan institusi
pengawasan lainnva;

g. melaksanakan kegiatan investigasi terhadap masalah vang
menimbulkan kerugian Perusahaan;

h, Satuan Pengawasan Intern tHdak mempunyai kewenangan
pelaksanaan  atau  bertanggung  jawab  atas  aktivitas  yang
direview/diaudit. Tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern
terbatas pada pendapatnya terhadap aktivitas yvang direview fdiaudit;
dan

1, Internal Audit Vice Presadent harus menolak penugasan konsultasi,
memberikan saran, maupun penugasan jika tidak ada auditor yvang
memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi vang
dibutuhkan dalam melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan

teraechbut.
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¥ Direksi  wajib  menyampaikan laporan  pelaksanaan  fungsi
pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
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BAB V
PENUTUP

Panduan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual disusun sehaga
pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tu Eas, pokol dan
fungsinya sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan dan ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan,

Panduan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi [(Hoard Manual) akan evaluasi
secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan.

a.n. DEWAN KOMISARIS a.n. DIREKSE
PT KERETA COMMUTER INDONESIA PT KERETA COMMUTER INDONESIA
KOMISARIS UTAMA, DEEETUR UTAMA,
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